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 ABSTRAK 
 
 Fadilla Firdaus ( B111 07 728 ), Aspek Hukum Terhadap Gadai 
Atas Wilayah Pesisir Usaha Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Takalar 
dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. 
 Tujuan dari penelitian ini: Untuk mengetahui status penguasaan 
wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut secara kebiasaan di 
kabupaten takalar dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai 
atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut secara tradisional 
terhadap gadai atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di 
Kabupaten Takalar.  
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Punaga Kecamatan 
Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan melibatkan nelayan 
sebagai responden. Disamping wawancara dengan responden juga 
melibatkan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Desa Punaga 
Kecamatan Mangarabombang, serta tokoh masyarakat. Analisis Data 
yang penulis peroleh dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu 
kajian buku-buku karya ilmiah, literatur. dan bahan pustaka lainnya. Data 
primer diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dengan 
narasumber secara keseluruhan. 
 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : ( 1 ) Status penguasaan 
wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar 
berupa pemanfaatan wilayah pesisir yang bersifat milik bersama ( 
common property ) / milik pribadi ( private property ) wilayah pesisir untuk 
usaha budidaya rumput laut, namun tidak didasari oleh surat izin usaha 
sebagai tempat di atur oleh perda No.17 tahun 2013 tentang pelaksanaan 
retribusi izin perikanan dan kelautan. ( 2 ) Pelaksanaan gadai atas wilayah 
pesisir untuk usaha budidaya rumput laut berdasarkan pada saling 
percaya antara pemberi gadai dengan penerima gadai adapun bentuk 
pelaksanaan gadai setelah terjadi transaksi gadai maka penerima gadai 
berhak mengelola dan mengambil hasil dari wilayah pesisir untuk usaha 
budidaya rumput laut yang tergadai tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
ABSTRACT 
 Fadilla Firdaus (B111 07 728), legal aspects Of Coastal Region 
Over Pledge Effort Cultivating Seaweed In Takalar Regency led by Farida 
Patittingi and Sri Susyanti Nur. 
 The purpose of this study: to find out the status of your mastery of 
the coastal area for seaweed cultivation in takalar Regency habits and to 
find out how implementation of the pledge over the coastal areas for 
cultivation of seaweed are traditionally against the coastal region over 
pledge to attempt cultivating seaweed in Takalar Regency. 
 This research was carried out in the village of Punaga sub-district of 
Mangarabombang Regency Takalar by involving fishermen as 
respondents. In addition to interviews with respondents also involve 
Marine and Fisheries Agency Office, head of the village of Punaga sub-
district of Mangarabombang, as well as community leaders. The author's 
analysis of Data obtained in this study consisted of secondary data namely 
books scholarly literature. and other library materials. Primary Data 
obtained from field research in the form of interviews with the speakers as 
a whole. 
 The results showed that: (1) the Status of the coastal regions to 
control cultivation of seaweed in Takalar Regency () is a coastal region 
that is exploiting the Commons (common property) and personal property 
(private property) of the coastal area for cultivation of seaweed, but not 
based on business licences as set by perda No. 17 year 2013 about the 
implementation of fishery and marine permit levy. (2) implementation of 
the pledge over the coastal areas for cultivation of seaweed based on 
mutual trust between the giver and the recipient of the pawn with pledge 
forms implementation of the pawn transaction occurs after a pawn then 
pawn recipients are entitled to manage and retrieve the results from the 
coastal areas to cultivation of seaweed which the pawn. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
 Laut merupakan suatu dunia tersendiri yang memiliki 
keanekaragaman bentuk dan kehidupan sangat kompleks yang ditemukan 
di permukaan hingga kedalaman lebih dari 1.000 meter. 
 Sebagai bangsa yang memiliki potensi kelautan yang sangat tinggi 
maka tak heranlah jika Pemerintah Indonesia semakin berinisiatif untuk 
menggalakkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia guna 
meningkatkan sumber pemasukan bagi keuangan Negara. Luas perairan 
laut Indonesia di perkirakan sebesar 5,8 juta km dengan garis pantai 
terpanjang kedua di dunia setelah Kanada sepanjang 81.000 km atau 14 
dari seluruh pesisir dunia. Wilayah perairan Indonesia yang merupakan 70 
dari wilayah nusantara dengan 13.667 pulau memiliki potensi rumput laut 
yg cukup besar. Potensi usaha rumput laut di Indonesia mencakup areal 
seluas 26.700 ha dengan potensi produksi sebesar 462.400 ha/tahun 
dimana tingkat eksploitasinya mencapai 24,31.1 
 Kabupaten Takalar merupakan pusat inkubator rumput laut di mana 
kluster pengembangannya tersebar di seluruh kecamatan. Salah satu 
kecamatan yang menjadi sentra pengembangan rumput laut adalah 
Kecamatan Mangarabombang. Wilayah ini memiliki luas 100,50 km2 
dengan panjang garis pantai 74 km2 yang terbagi kedalam 12 
                                                           
1
 Profil Kabupaten Takalar 
2 
desa/kelurahan diantaranya Desa Punaga dengan luas wilayah 15.74 
km2. Dengan kondisi wilayahnya yang terletak <50 m dari permukaan laut, 
desa ini menjadi salah satu sentra pengembangan rumput laut yang cukup 
maju di Kabupaten Takalar. 2 
 Sebagian besar masyarakat di Desa Punaga bermata pencaharian 
sebagai nelayan rumput laut. Oleh karena itu pantai yang hanya terdapat 
satu buah di desa ini dimanfaatkan sebagai tempat budidaya rumput laut. 
Kegiatan budidaya rumput laut sendiri di desa ini sudah berlangsung sejak 
tahun 1980-2014 dan terus berkembang sampai dengan saat ini. Sejak 
awal pengambangannya, rumput laut terbukti memiliki sangat banyak 
kontribusi kepada masyarakat di Desa Punaga pada khususnya 
diantaranya pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja. 3 
 Desa Punaga memiliki 4 dusun salah satunya adalah Dusun 
Malelaya. Dusun tersebut membudidayakan rumput laut jenis Eucheuma 
cottonii dan Eucheuma spinosum secara berganti berdasarkan musim. 
Pada musim timur membudidayakan jenis E. cotonii dan pada musim 
barat membudidayakan jenis E. spinosum. Dilihat dari harga jualnya jenis 
E. cottonii lebih mahal dibandingkan E. spinosum. Harga jual rumput laut 
yang kering jenis E. cottonii berkisar Rp. (7000,00 – 10.000,00)/kg, yang 
basah Rp 2000,00/kg sedangkan E. spinosum hanya dijual kering dengan 
harga Rp 3000,00/kg. Umumnya metode budidaya rumput laut yang 
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digunakan adalah rakit apung, lepas dasar dan tali panjang. Khusus di 
desa ini seluruh petani rumput laut menggunakan tali panjang. 4  
 Meningkatnya produksi rumput laut melalui kegiatan budidaya pada 
lahan-lahan yang ada turut menentukan kondisi kualitas air untuk 
mendukung keberlangsungan kehidupan budidaya rumput laut pada suatu 
perairan. Tetapi secara tidak langsung dengan adanya pembudidayaan 
rumput laut diduga dapat merubah kualitas air suatu perairan dan dapat 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan perairan maupun organisme 
yang terdapat pada sekitar kawasan budidaya rumput laut. 5 
 Pembangunan sumber daya laut, maka segenap sumber daya alam 
yang terkandung di dalamnya merupakan sumber penghidupan dan 
sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan 
dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat utamanya di wilayah 
pesisir agar tidak terpinggirkan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat 
menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan mandiri. 6 
 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa :“ Bumi, air, 
dan kekayaan alam yang terkandung isi di dalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “  
 Sementara itu, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 
tahun 2004 tentang perikanan. Hak kepemilikan masyarakat pesisir yang 
telah turun-temurun mereka jaga sering tidak di akui, akibatnya 
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kepemilikan tersebut gampang digusur oleh kepentingan investor wisata, 
budidaya dan kepentingan lainnya.7 
 Sistem pengelolaan usaha  budidaya rumput laut, khususnya gadai 
atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten 
Takalar merupakan masalah yang kompleks karena terkait dengan 
masalah pemilikan/penguasaan.  
 Gadai atas wilayah pesisir usaha budidaya rumput laut bersifat 
saling percaya ( kebiasaan ) di Kabupaten Takalar Kecamatan 
Mangarabombang untuk pelaksanaan gadai atas wilayah pesisir untuk 
usaha budidaya rumput laut atas dasar saling percaya antara pemberi 
gadai dengan penerima gadai setelah terjadi teraksaksi gadai maka 
penerima gadai berhak mengelola dan mengambil hasil dari lahan usaha 
budidaya rumput laut yang tergadai tersebut. Sedangkan yang 
seharusnya adalah milik bersama yang berarti bahwa setiap orang harus 
mendapat jaminan untuk dapat dengan leluasa mengambil manfaat dari 
wilayah pesisir, sehingga tidak seorangpun yang dapat mengakui laut 
sebagai kepemilikan tunggal karena dapat menghalangi orang lain untuk 
memperoleh kegunaan dari laut.  
 Masyarakat pesisir yang melakukan penguasaan adalah nelayan 
yang melakukan budidaya rumput laut secara berkelanjutan dengan 
membuat batas-batas ( Kapling ) terhadap wilayah pesisir untuk dijadikan 
wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar. 
                                                           
7
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Secara tidak langsung penguasaan yang dilakukan oleh usaha budidaya 
rumput laut ini mengakibatkan nelayan lain tidak boleh melakukan 
penangkapan ikan dan pembudidayaan  pada wilayah pesisir yang sudah 
di kapling ( batas-batas ). 8 
B. Rumusan Masalah 
         Adapun yang diangkat sebagai rumusan masalah dalam dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana status penguasaan wilayah pesisir untuk usaha 
budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar ? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan gadai atas wilayah pesisir usaha 
budidaya rumput laut secara kebiasaan di kabupaten Takalar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana status penguasaan wilayah pesisir 
untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar ? 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan gadai wilayah 
pesisir usaha budidaya rumput laut secara kebiasaan di kabupaten 
Takalar ? 
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D. Kegunaan Penelitian  
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Dapat memberikan konstribusi kepada masyarakat dan pemerintah 
sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman tentang 
pelaksanaan  gadai atas wilayah pesisir usaha budidaya rumput 
laut di Kabupaten Takalar. 
2. Sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam 
menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan aspek 
hukum terhadap gadai atas wilayah pesisir usaha budidaya rumput 
laut di Kabupaten Takalar. 
  
7 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Hukum Adat  
 Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab,“ hukum” 
dan Adah”( jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. 
Didalam hukum islam dikenal misalnya “ Hukum Syari‟ah “ yang berisi 
adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut  “ al-ahkam al-
khamsah “ yaitu: fardh (wajib), haram ( larangan ), mandub atau sunnah ( 
anjuran ), makruh ( celaan ), dan jaiz, mubah atau halal ( kebolehan ). 
Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti “ kebiasaan “ 
yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. jadi “ Hukum Adat “ itu 
adalah ” HUKUM KEBIASAAN “.9 
 Dengan demikian nyatalah di sini bahwa untuk “ hukum adat “ ini 
sebelum diperkenalkannya istilah “ Adat-Recht “ dipergunakan berbagai 
istilah di dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia 
Belanda dengan sebutan Undang-undang agama, Lembaga Rakyat, 
Kebiasaan-kebiasaan, dan Lembaga asli, Sedangkan istilah “ adat recht “ 
sebagaimana dimaksudkan di atas baru dipergunakan secara resmi dalam 
Undang-undang Pemerintah Belanda pada tahun 1920, yaitu untuk 
pertama kali digunakan dalam Undang-undang Belanda mengenai 
Perguruan Tinggi di negeri Belanda, Nederlands Stbl. 1920 nr. 105 dan 
dalam Academisch Statuut. Sebenarnya, sebelum digunakan dalam 
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Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Belanda atau Hindia 
Belanda, istilah “ adat recht “ telah sering dipergunakan dalam beberapa 
literature asing tentang hukum adat, yang ditulis para ahli asing pada 
permulaan abad ke-20.10 
 Berikutnya di bawah ini dikemukakan 5 pengertian hukum adat 
yang dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari satu hasil seminar “ 
Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional “ yang diselenggarakan di 
Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan apa 
yang dimaksud dengan hukum adat : 
 Cornelis van Vollenhoven 
 Hukum adat merupakan himpunan peraturan tentang perilaku yang 
berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai 
sanksi (karena bersifat 
hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan 
karena adat.11 
 B. Ter Haar Bzn  
 Hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang menjelma dari 
keputusan-keputusan para fungsionaris hukum ( dalam arti luas ) yang 
memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaanya 
berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.12 
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 J.H. P. Bellefroid 
 Hukum adat merupakan peraturan hidup yang meskipun tidak 
diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan 
keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.13 
 Hardjito Notopuro 
 Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, hukum kebiasaan 
dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam 
menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan 
bersifat kekeluargaan.14 
 Raden Soepomo 
 Hukum adat merupakan sinonim dari hukum yang tidak tertulis di 
dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-
badan hukum Negara ( Parlemen, Dewan Provinsi, dan sebagainya ), 
hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di 
dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.15 
1. Hukum Adat dan Adat 
 Apabila hukum adat tidak dipelajari, sebagai suatu ilmu 
pengetahuan, maka pada umumnya di kalangan masyarakat daerah 
dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam kerapatan-kerapatan adat 
orang tidak membedakan antara hukum adat dengan adat. jadi dengan 
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mengatakan adat, berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi 
maupun adat yang mempunyai sanksi. 16 
 Akan tetapi apabila hukum adat ini ingin dipelajari sebagai suatu 
studi disiplin ilmu pengetahuan tersendiri, maka haruslah dibedakan 
antara keduannya, sebab agar jelas kemudian bidang telahan yang akan 
dilakukan terhadap ilmu pengetahuan ini dan eksistensinya sebagai salah 
satu bidang disiplin ilmu pengetahuan.17 
 Memang betapa sulitnya untuk membedakan antara hukum adat 
dengan adat ini karena keduanya merupakan unsure yang membentuk 
suatu mekanisme pengendalian sosial di dalam masyarakat adat. 
walaupun kesulitan-kesulitan itu timbul, akan tetapi pada intinya 
sebenarnya terletak pada tujuan hukum adat. dengan mengetahui dan 
menghayati tujuan tersebut, maka akan ditetapkan ciri-ciri hukum adat 
yang merupakan tanda pengenalan yang membedakan antara hukum 
adat dengan adat. Sebagai atribut hukum adat, yang oleh Djaren Saragih 
disebutkan bahwa untuk membedakan antara hukum dengan adat dapat 
digunakan criteria sebagai pedoman yaitu batasan dan atribut dari gejala 
hukum adat itu.18 
2. Hukum Adat Dan Hukum Kebiasaan 
 Dalam hal ini terdapat dua versi pendapat, satu pihak menyatakan 
antara hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan, di pihak 
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lain menyatakan bahwa hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memliki 
perbedaan. Dua versi pendapat ini dapat terlihat dalam uraian berikut : 
 Menurut R. van Dijk 
 Ia tidak sependapat untuk menggunakan istilah hukum kebiasaan 
sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adat. 
alasan dari van Dijk adalah sebagai berikut : “ Tidaklah tepat 
menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk 
menggantikan hukum adat, oleh karena yang di maksud dengan hukum 
kebiasaan adalah kompleks peraturan-peraturan hukum yang timbul 
karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa 
bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbullah suatu 
peraturan kelakuan yang diterima dan juga di inginkan oleh masyarakat, 
sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana 
peraturan itu berasal, maka hamper senantiasa akan di ketemukan suatu 
alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil 
sebagai pangkalnya “ jadi yang menjadi perbedaan selanjutnya antara 
hukum adat dengan hukum kebiasaan itu sepenuhnya bersifat tidak 
tertulis, sedangkan hukum adat sebagian bersifat tertulis. 19 
Menurut Soerjono Soekanto 
 Tidak terdapat perbedaan yang berarti antara hukum adat dengan 
kebiasaan. Alasan dari Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: “ 
Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya 
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kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. berbeda dengan 
kebiasaan belakang, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah 
perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama “ 
perbedaan pengertian antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, atau 
dengan perkataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan 
hukum kebiasaan.20 
3. Unsur hukum Adat Yang Menimbulkan Kewajiban Hukum  
 Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban 
hukum (opinion necessitasi)bagi anggota masyarakat adat disebutkan: 
pertama, unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu 
diindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat; kedua, unsur 
psikologi, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota 
masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.21 
4. Wujud Hukum Adat 
 Wujud hukum adat dapat kita ketahui antara lain dari: 
1) Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar 
berlaku di lingkungan masyarakat adat. 
2) Hukum yang tertulis dan merupakan bagian terkecil dikemui di 
lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundangan 
yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, di jawa.22 
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5. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan 
 Kebudayaan adalah berasal dari kata budaya ( budhayah ), 
sedangkan kata budaya adalah bentuk jamak dari kata „ budi “ atau „ akal 
“. jadi budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karya, dan rasa; 
Kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup 
bersama. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan 
kebendaan, yang diperlukan dan dipergunakan oleh manusia untuk 
menguasai alam sekitarnya.Ciptaan merupakan kemampuan mental, 
kemampuan berfikir dari manusia dan yang antara lain menghasilkan 
filsafat dan ilmu pengetahuan. sedangkan rasa yang meliputi jiwa manusia 
mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang 
diperlukan untuk mengatur masyarakat.23 
 Dengan demikian, kebudayaan khususnya unsur rasa yang 
menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai itu merupakan struktur 
normative yang merupakan “ design for living “ artinya kebudayaan 
merupakan pula suatu “ blue print of behaviour ” yang memberikan 
pedoman dan atau patokan perikelakuan masyarakat. 24 
B. Corak dan Sistem Hukum Adat Sebagai Sumber Pengenal        
Hukum Adat. 
1. Corak Hukum Adat Sebagai Sumber Pengenal Hukum Adat  
 Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat 
dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat dapat disebutkan yaitu : 
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corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, 
terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak 
dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. 25 
1. Tradisional 
 Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat 
turun-temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang 
ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan di pertahankan oleh 
masyarakat adat yang bersangkutan.26 
2. Keagamaan  
 Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan artinya perilaku 
hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan 
terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha 
Esa.27 
3. Kebersamaan  
 Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di 
dalam hukum adat lebih di utamakan kepentingan bersama. Satu untuk 
semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota 
masyarakat adat di dasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, 
tolong menolong, dan gotong royong. 28 
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4. Konkret dan visual 
 Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini jelas, 
nyata dan berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat itu 
dapat dilihat, terbuka, dan tidak tersembunyi. 29  
5. Terbuka dan sederhana 
 Corak hukum adat itu terbuka artinya hukum adat itu dapat 
menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asalsaja tidak 
bertentangan dengan jiwa adat itu sendiri. sedangkan corak hukum adat 
itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak 
administrasinya, bahwa kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan 
dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.30 
6. Dapat berubah dan menyesuaikan 
 Corak hukum adat yang mudah berubah dan dapat menyesuaikan 
dengan berubahnya keadaan, waktu, dan tempat.31 
7. Tidak Dikodifikasi 
 Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak 
tertulis, oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat 
menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. 32 
8. Musyawarah dan mufakat 
 Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah 
dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, 
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ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri 
pekerjaan, apabila bersifat “ peradilan “ dalam menyelesaikan perselisihan 
antara yang satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya 
serta rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling 
memaafkan tidak begitu saja berburu-buru pertikaian itu langsung dibawa 
atau disampingkan ke pengadilan Negara. 33 
2.  Sistem Hukum Adat Sebagai Sumber Pengenal Hukum Adat 
 Suatu system biasanya merupakan suatu tatanan yang terdiri dari 
berbagai unsur, satu sama lainnya secara fungsional saling bertautan, 
sehingga dapat memberikan suatu pengertian. Demikian pula halnya 
dengan suatu sistem hukum, karena tiap-tiap hukum pada hakikatnya 
merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu 
kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang membentuknya. 
Begitupula dengan sistem hukum adat, identitas hukumnya akan tumbuh 
dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu hukum 
adat merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, 
pandangan hidup dan cara berfikir masyarakat ( bangsa ) Indonesia. 34 
C.  Masyarakat Hukum Adat 
1. Dasar Yang Membentuk Masyarakat Hukum Adat  
 Mengenai masyarakat hukum adatsecara teoritis pembentukannya 
disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing 
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anggota masyarakat hukum adat tersebut.Faktor-faktor ikatan yang 
membentuk masyarakat hukum adat secarateoritis adalah: 
a. Faktor Genealogis ( keturunan ) 
b. Faktor Teritorial ( wilayah )35 
2. Bentuk Masyarakat Hukum Adat 
 Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah 
masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe 
utama hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut: 
1. Persekutuan Hukum Genealogis, 
2. Persekutuan Hukum Teritorial, 
3. Persekutuan Hukum Genealogis-teritorial, yang merupakan 
penggabungan dua persekutuan hukum di atas. 36 
 Kejelasan dari masing-masing bentuk masyarakat hukum adat di 
atas adalah sebagai berikut : 
 1.  Persekutuan Hukum Genealogis ( Keturunan ) 
 Pada persekutuan hukum ( masyarakat hukum ) genealogis dasar 
pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, 
artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari 
nenek moyang yang sama. 37 
 2.  Persekutuan Hukum Teritorial  
 Mengenai persekutuan hukum territorial yang dimaksudkan di atas, 
dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan 
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menjalankan kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut R. van 
Dijk( 1954 ) persekutuan hukum teritorial ini dibedakan ke dalam tiga 
macam yaitu ; Persekutuan Desa ( Dorp ), Persekutuan Daerah ( streek ), 
Perserikatan dari beberapa Desa. 38 
      3. Hukum Tanah Adat 
 Materi yang akan di bahas dalam hukum tanah adat adalah: 
1. Kedudukan Tanah dalam hukum adat 
 Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang 
sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “ sifat “ dan “ faktor “ dari 
tanah itu sendiri. bila di lihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya 
harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, tetap masih seperti 
dalam kekayaan yang bagaimanapun keadaanya semula, bahkan tidak 
jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang 
lebih baik dari keadaan semula; seperti karena dilanda banjir, tanah 
setelah air surut menjadi subur. hal itulah yang membuat tanah dalam 
hukum adat memiliki arti yang sangat penting. begitu juga apabila kita lihat 
faktanya, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan 
serta tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan kelak setelah ia 
meninggal dunia. 39 
2. Hak-Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat 
 Sehubungan dengan adanya hukum tanah dalam hukum adat 
kemudian timbullah hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut yang 
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dalam hukum adat dibagi dua yaitu: Hak persekutuan atas tanah dan Hak 
perseorangan atas tanah. 
a) Hak Persekutuan Atas Tanah  
 Yang dimaksud dengan hak persekutuan atas tanah adalah hak 
persekutuan ( hak masyarakat hukum ) dalam hukum adat terhadap tanah 
tersebut misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, 
memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatasnya, atau 
berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. 40 
b) Hak Perseorangan Atas Tanah 
 Dengan berlakunya hak ulayat ke dalam, maka setiap anggota 
persekutuan berhak mengadakan hubungan hukum dengan tanah serta 
dengan semua isi yang ada di atas tanah ulayat tersebut. apabila 
anggota-anggota ulayat mengadakan hubungan hukum dengan tanah 
tersebut atau dengan memiliki hubungan tertentu dengan tanah ulayat 
seperti yang telah juga di jelaskan di atas. hubungan tertentu ini dapat 
berupa hak-hak atas tanah, jika yang mengadakan hubungan hukum 
tersebut adalah perseorangan maka kemudian timbullah hak 
perseorangan atas tanah itu. adapun hak-hak perseorangan yang 
diberikan atas tanah ataupun isi tanah ulayat adalah berupa: Hak milik 
atas tanah, Hak menikmati atas tanah, Hak terdahulu, Hak terdahulu untuk 
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dibeli, Hak memungut hasil karena jabatan, Hak pakai, Hak gadai dan hak 
sewa. 41 
i. Hak milik atas tanah 
 Yang dimaksud dengan hak milik atas tanah adalah hak yang 
dimiliki setiap anggota ulayat untuk bertindak atas kekuasaannya atas 
tanah ataupun isi dari lingkungan atau wilayah ulayat. 42 
ii. Hak menikmati atas tanah 
 Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang 
diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati hasil 
tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali saja. 
sebenarnya hak ini biasanya diberikan kepada orang luar lingkungan 
ulayat yang diizinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan 
ulayat; setelah panen selesai tanah harus dikembalikan kepada hak 
ulayat. 43 
iii. Hak terdahulu 
 Tentang hak terdahulu adalah hak yang diberikan pada seseorang 
untuk mengusahakan tanah itu dimana orang tersebut didahulukan dari 
orang lain. ini dapat terjadi misalnya tentang sebidang tanah belukar yang 
merupakan tanah dari ulayat atau berupa tanah ulayat. 44 
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iv. Hak terdahulu untuk dibeli 
 Begitupula mengenai hak terdahulu untuk dibeli, dimana seseorang 
memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain. 
hak ini sering disebut hak wewenang beli dan hal ini dapat terjadi karena 
pembeli adalah sanak saudara si penjual, anggota masyarakat atau 
ulayatnya, tetangga dari si penjual tanah itu sendiri. 45 
v. Hak memungut hasil karena jabatan 
Mengenai hak memungut hasil karena jabatan bias terjadi karena 
seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh 
selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki jabatannya maka 
hak itu tidak diberikan lagi kepadanya. 46 
vi. Hak Pakai 
 Sedangkan yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak atas 
tanah yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang untuk 
menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah yang dikuasai 
oleh Negara. 47 
vii. Hak Gadai dan Hak Sewa 
 Selanjutnya yang dimaksud dengan Hak Gadai dan Hak Sewa 
dalam hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara 
dua belah pihak atas tanah tersebut. Selama belum ditebus oleh pemilik 
tanah, maka selama itu pula hak atas tanah  menjadi hak milik yang 
memberikan gadai , begitupula tentang hak sewa, bahwa hak milik itu 
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berlangsung hingga putusnya perjanjian sewa menyewa atas tanah 
tersebut.48 
    3  . Transaksi Tanah dalam Hukum Adat 
 Transaksi tanah dalam hukum adat pada hakikatnya terdiri dari dua 
aspek, yaitu: Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum sepihak 
dan Transaksi tanah yang merupakan perbuatan hukum kedua pihak. 
sebagai contoh dari transaksi tanah yang bersiat perbuatan hukum 
sepihak adalah pendirian suatu desa dan pembukaan tanah oleh seorang 
warga persekutuan. sedangkan mengenai transaksi tanah yang bersifat 
perbuatan hukum dua pihak contohnya adalah pengoperan atau 
penyerahan sebidang tanah yang disertai oleh pembayaran kontan dari 
pihak lain pada saat itu juga kepada pihak penerima tanah dan 
pembayarn tanah. 49 
 Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 ( UU Pokok Agraria ), 
Pemerintah RI menetapkan suatu kebijaksanaan baru terhadap masalah 
jual gadai. Dalam Pasal 16 Ayat (1) poin h dan Pasal 53 ayat ( 1 ) 
Undang-undang di atas ditetapkan bahwa hak gadai bersifat sementara. 
Artinya, dalam waktu yang akan datang diusahakan dihapuskan dan pada 
saat itu mengingat keadaan masyarakat Indonesia masih belum dapat 
dihapuskan dan diberi sifat sementara yang akan diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang, kemudian ternyata undang-undang yang 
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mengatur masalah gadai ini adalah PERPU No.56 Tahun 1960 yang 
menetapkan ketentuan tersebut dalam Pasal 7 sebagai berikut: 50 
a) Barang siapa menguasai tanah dengan gadai yang pada mulai 
berikutnya peraturan ini yaitu ( pada tanggal 1-1-1961 ) sudah 
berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu 
kepada pemiliknya dalam waktu sebulan sesudah tanaman-
tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk 
menuntut pembayaran uang tebusan. 51 
b) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini 
belum berlangsung 7 Tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk 
memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada 
selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya 
dihitung menurut rumusan berikut:  
7 + ½ - waktu berlangsungnya hak gadai x uang gadai di bagi 7 
Pelaksanaan pengembaliannya adalah dalam waktu sebulan 
setelah panen yang bersangkutan. 52 
c) Ketentuan dalam ayat ( 2 ) ini berlaku juga terhadap hak gadai 
yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan. 
 Dalam penjelasan umum PERPU tersebut, Pasal 9 diuraikan 
bahwa transaksi jual gadai diadakan oleh pemilik tanah hanya bila ia 
berada dalam keadaan yang sangat mendesak dan kalau tidak terdesak 
oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sekali, biasanya orang lebih 
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suka menyewakan tanahnya. oleh karena itu, dalam transaksi jual gadai 
terdapat imbangan yang sangat merugikan pemberi gadai serta sangat 
menguntungkan pihak pelepas uang. dengan demikian jelas sekali bahwa 
transaksi ini mudah menimbulkan praktek-praktek pemesaran, yang 
bertentangan dengan asas-asas pancasila. 53 
D.  Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya pesisir 
1. Penguasaan dan Pemilikan Wilayah Pesisir 
 Penguasaan dan pemilikan mencerminkan adanya hubungan yang 
melekat pada sesuatu ( benda ) oleh seseorang atau badan hukum, 
namun sesungguhnya pengertiaannya berbeda satu sama lain. 
 Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata “ kuasa “ yang 
berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan 
atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan ( memerintah, 
mewakili, mengurus dan sebagainya ) sesuatu itu, sedangkan 
“penguasaan“ dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan 
menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu. 54 
 Kuasa adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu, 
kemampuan untuk berbuat, kekuatan, wewenang atas sesuatu atau untuk 
menentukan pemerintah.55 
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 Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai pemilikan 
atas sesuatu, pemahaman untuk menggunakan kepadaian atau 
pengetahuan dsb. 56 
 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat 
dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut..  
 Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah 
peralihan antar ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber 
daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun 
karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan 
secara terpadu. kebijakan pemerintah sektoral akhirnya menjadikan laut 
sebagai kolam sampah raksasa dari sisi sosial ekonomi. pemanfaatan 
kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan 
pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok 
profesi paling miskin di Indonesia.57 
 Pengertian “ penguasaan “ dan “ menguasai “ dapat dipakai dalam 
arti fisik, juga dalam arti yuridis. juga beraspek perdata dan beraspek 
publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan 
umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai 
secara fisik tanah yang di haki. tetapi ada juga penguasaan yuridis yang 
biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara 
fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. 
Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan 
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penyewa yang menguasainya secara fisik. atau tanah tersebut dikuasai 
secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah 
berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut 
diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. 
Dalam hukum tanah kita dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak 
memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara 
fisik. kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak 
penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi 
penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang punya tanah.58 
 Konsep hukum tentang penguasaan perairan ( pesisir dan laut ) 
yang berkembang pada zaman Romawi adalah hak bersama seluruh umat 
manusia. berdasarkan konsep hukum ini pemanfaatan perairan terbuka 
bagi semua orang dalam artian bahwa semua orang untuk melayari laut 
dan menangkap ikan. Berdasarkan konsep ini berkembang pula konsep 
hukum luat tidak yang memiliki  ( res nullius ) Sehingga karena laut tidak 
ada yang memilikinya. Maka siapapun yang dapat menguasainya dapat 
pula memilikinya. Paham ini didasarkan pada konsep occupation dalam 
hukum perdata romawi.59 
 Selain itu, konsep penguasaan sumber daya alam pada umumnya 
dan sumber daya laut pada khususnya di Indonesia, senantiasa 
berlandaskan pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang 
berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di d alamnya 
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dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat”. 
 Wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki 
makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia karena dapat 
diandalkan sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi nasional. 
Disamping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan beberapa ahli dalam 
berbagai kesempatan, juga mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta 
tersebut antara lain adalah:60 
1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa 
atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam 
radius 50 km dari garis pantai. dapat dikatakan bahwa wilayah ini 
merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada 
masa yang akan datang.61 
2. Secara administratif kurang lebih 42 daerah kota dan 181 daerah 
kabupaten berada dipesisir. dimana dengan adanya otonomi 
daerah masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki 
kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
wilayah pesisir.62 
3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan social-ekonomi yang 
tersebar mulai dari sabang hingga merauke, dimana didalamnya 
terkandung berbagai asset social (Social Overhead Capital)dan 
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ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan financial yang sangat 
besar.63 
4. Secara ekonomi, hasil sumber daya pesisir telah memberikan 
konstribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 24 % 
pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat 
berbagai sumber daya masa depan ( future resources ) dengan 
memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum 
dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang 
saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestarinya yang 
termanfaatkan. 64 
5. Wilayah pesisir di Indonesia memliki peluang untuk menjadi 
produsen (exporter) sekaligus sebagai simpul transportasi laut di 
wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan peluang untuk 
meningkatkan pemasaran produk-produk sektor industry Indonesia 
yang tumbuh cepat ( 4%-9% ) 65 
6. Selanjutnya wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya 
pesisir dan lautan yang potensi dikembangkan lebih lanjut.66 
 Secara politik dan Pertahanan keamanan, wilayah pesisir 
merupakan kawasan perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang 
sensitive dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan 
Negara Kesatuan Republic Indonesia ( NKPI ). 
                                                           
63 ibid 
64 ibid 
65 ibid 
66 ibid 
29 
 Pengelolaan wilayah pesisir, memerlukan pengaturan secara 
terpadu agar potensi sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan 
dan dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan nasional secara 
berkelanjutan. Pembangun tersebut tidak boleh mengorbankan 
kepentingan generasi yang akan dating dalam memenuhi kebutuhan 
sumber daya pesisir generasi saat ini, yang diyakini bangsa Indonesia 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.Mengingat potensi kawasan 
pesisir yang memiliki keunggulan yang spesifik dan sangat 
menguntungkan untuk pengembangan usaha yang sekaligus biasa 
mendatangkan kerugian, seperti resiko kerusakan lingkungan, maka 
dalam pengelolaan pesisir yang efektif harus dapat mempertimbangkan 
berbagai aspek kehidupan.67 
2. Masyarakat Pesisir 
 Pasal 1 Butir 32 Undang-Undang PWP mengartikan masyarakat 
sebagai masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat 
lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. selanjutnya 
pada pasal 1 butir 33 dan 34 dijelaskan bahwa masyarakat adat adalah 
kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim 
wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, 
adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, serta adanya system nilai yang menentukan peranata 
ekonomi, politik, social, dan hukum. sedangkan masyarakat lokal adalah 
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kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari 
berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang 
berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.68 
 Di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan 
masyarakat antara lain:  
1. Masyarakat Nelayan Tangkap adalah kelompok masyarakat pesisir 
yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut.  
2. Masyarakat Nelayan Pengumpul/Bakul adalah kelompok 
masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan 
pelelangan ikan. 
3. Masyarakat Nelayan Berburuh adalah masyarakat nelayan yang 
paling banyak di jumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. 
4. Masyarakat Nelayan Tambak dan Masyarakat Nelayan 
Pengelolaan.69 
 Masyarakat dalam definisi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 
Berbasis Masyarakat adalah komunitas atau sekelompok orang yang 
memiliki tujuan yang sama. sedangkan masyarakat dalam definisi 
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat adalah 
segenap komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak 
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langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan 
laut.70 
 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
pesisir adalah komunitas atau sekelompok orang yang bermukim di 
wilayah pesisir dan memiliki tujuan yang sama dalam pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. 
E. Budidaya Rumput Laut 
 Luas perairan laut Indonesia serta keragaman jenis rumput laut 
merupakan cerminan dari potensi rumput laut Indonesia. Dari 782 jenis 
rumput laut di perairan Indonesia, hanya 18 jenis dari 5 genus yang sudah 
diperdagangkan. Dari ke lima marga tersebut, hanya genus-genus 
Eucheuma dan Gracillaria yang sudah dibudidayakan. Wilayah sebaran 
budidaya genus Eucheuma berada hamper diseluruh perairan di 
Indinesia.  
 Budidaya rumput laut di Indonesia kini semakin digalakkan, dengan 
menggunakan lahan-lahan yang ada (Aslan, 1999). Produksi rata-rata 
selama 5 tahun (1995 – 1999) sebesar 38000 ton per tahun dipanen dari 
lahan seluas kurang lebih 2500 ha (tambak dan laut). Dengan demikian, 
baru termanfaatkan sebesar 9,7 % dari potensi lahan yang ada71 
 Keberhasilan budidaya rumput laut sangat ditentukan oleh lokasi 
pembudidayaannya. Hal ini dikarenakan produksi dan kualitas rumput laut 
dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologi yang meliputi kondisi substrat 
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perairan, kualitas air, iklim dan geografis dasar perairan. Faktor lain yang 
tidak kalah pentingnya sebagai lokasi pembudidayaan rumput laut yaitu 
factor kemudahan, resiko (keamanan), serta konflik kepentingan. 72 
 Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki 
perbedaan sususnan kerangka seperti akar-batang-daun. Kemudian 
bahwa rumput laut merupakan alga betik yang bentuk mirip dengan 
tumbuhan tingkat tinggi, namun struktur dan fungsinya sangat berbeda 
dengan tumbuhan tingkat tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa rumput laut 
tidak mempunyai akar, batang dan daun yang jelas, seluruh tubuh rumput 
laut disebut thalus yang terdiri atas : holdfast, stipe dan blade. Holdfast 
mirip dengan akar pada tumbuhan tingkat tinggi, tetapi struktur dan 
fungsinya berbeda. Fungsi utama holdfast ialah melekat pada benda-
benda lain (substrat). Stipe mirip dengan batang pada tumbuhan tingkat 
tinggi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan 
penyerapan unsure hara dari air. Blade mirip dengan daun, bentuknya 
bervariasidan berfungsi untuk fotosintesis, menyerap nutrient dari air dan 
untuk reproduksi. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam ekosistem laut, 
rumput laut berperan penting dalam rantai makanan, karena dapat 
memproduksi unsure-unsur organic dari unsure anorganik. 73 
 Rumput laut jenis Eucheuma alvarezii (Eucheuma cottonii) telah 
dibudidayakan dengan cara diikat pada tali sehingga tidak perlu melekat 
padasubstrat karang atau benda lain (Jana, 2006). Selanjutnya Atmadja, 
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dkk (1996), menyatakan bahwa rumput laut jenis Eucheuma cotonii 
memiliki cirri-ciri yaitu : thallus silidris, permukaan licin, mempunyai tulang 
rawan (cartilageneus), serta berwarna hijau terang, hijau olive dan coklat 
kemerahan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, ditumbuhi 
nodulus (tonjolan-tonjolan) dan duri lunak/tumpul, percabangan bersifat 
alternates (berseling), tidak teratur, serta dapat bersifat dichotomus 
(percabangan dua-dua) atau trichotomus (atau system percabangan tiga-
tiga). 74  
 Rumput laut jenis Eucheuma cottonii memiliki klasifikasi taksonomi 
sebagai berikut:  
 Division : Rhodophyta  
 Kelas : Rhodophyceae  
 Bangsa : Gigartinales  
 Suku : Solierisceae  
 Marga : Eucheuma  
 Jenis : Eucheuma cottonii (Eucheuma alvarezii, Kappaphycus 
alvarezii) 
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 Gambar 1. Eucheuma cotonii atau E. alvarezii atau Kappaphycus 
alvarezii (kiri warna hijau dan kanan warna coklat)  
 Rumput laut jenis Eucheuma spinosum (Eucheuma denticulatum) 
tumbuh tersebar di perairan Indonesia pada tempat-tempat yang sesuai 
dengan persyaratan tumbuhnya, antara lain substrat batu, air jernih, ada 
arus atau terkenan gerakan air lainnya, kadar garam antara 28-36 per mil 
dan cukup sinar matahari. Karakteristik dari E. spinisum yaitu : thallus 
silindris, permukaan licin, cartilagenous, warna coklat tua, hijau kuning 
atau merah ungu. Ciri khusus secara morfologis memiliki duri yang 
tumbuh berderet melingkari thallus dengan interval yang bervariasi 
sehingga membentuk ruas ruas thallus diantara lingkaran duri.  
Percabangan berlawanan atau berselang seling dan timbul teratur pada 
deretan duri antar ruas dan merupakan kepanjangan dari duri tersebut. 
Cabang dan duri ada juga yang tumbuh pada ruas thallus tetapi agak 
pendek. Ujung percabangan meruncing dan setiap percabangan mudah 
melekat pada substrat yang merupakan ciri khas E. Spinosum.  
 Rumput laut jenis Eucheuma spinosum memiliki klasifikasi 
taksonomi sebagai berikut:  
Division : Rhodophyta  
Kelas : Rhodophyceae  
Bangsa : Gigartinales  
Suku : Solierisceae  
Marga : Eucheuma  
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Jenis : Eucheuma spinosum (Eucheuma denticulatum ) 
  
Gambar 2. Eucheuma spinosum (E . denticulatum) 
 Dalam putusan Presiden No. 23 Tahun 1982 Tentang 
Pengembangan Budidaya Laut DiPerairan Indonesia dirumuskan bahwa 
budidaya luat adalah kegiatan untuk memelihara dan mengembangkan 
sumber daya hayati laut berupa jenis-jenis ikan dan bukan ikan yang 
dilakukan di perairan laut.75 
 Wilayah pesisir dan lautan Indonesia secara umum dapat dibagi 
menjadi :   
a. Sumber Daya dapat diperbaharui/ dapat pulih ( Renewable 
Resourche ), seperti: Tangkap, Pascapanen Rumput laut, Kegiatan 
budidaya pantai dan budidaya laut.  
b. Sumber Daya tidak dapat diperbaharui/ tidak dapat pulih ( Non 
Renewable Resourche ), seperti: Minyak bumi dan Gas, Bahan 
tambang/Galian dan mineral lainnya serta Harta karun. 
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c. Energi Kelautan, seperti: Pasang-surut, Gelombang, Angin, OTEC ( 
Ocean Thermal Energy Conversion ). 
d. Jasa-jasa Lingkungan Kelautan ( Environmental Service ), seperti: 
Pariwisata, Perhubungan, dan Kepelabuhan serta Penampung 
Limbah.76 
 Rumput laut (seaweed) adalah ganggang berukuran besar yang 
merupakan tanaman tingkat rendah dan termasuk kedalam divisi 
Thallophyta. 
 Rumput laut yang hidup di Perairan Indonesia ( 1899-1900) sangat 
beragam, sekitar 782 jenis ( Ekspedisi Siboga, 1899-1900) lebih rinci, jenis 
rumput laut tersebut yaitu 196 algae hijau, 134 algae coklat, dan 452 
algae merah. Pusat-pusat penyebar rumput laut diantaranya di perairan 
Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, Perairan Sulawesi Tenggara, 
Pulau Bali, Pulau Sumbawa, Pulau Sumba, dan Perairan Kepulauan 
Maluku.77 
 Rumput laut tergolong tanaman berderajat rendah, umumnya 
tumbuh melekat pada substrat tertentu, tidak mempunyai akar, batang 
maupun daun sejati, tetapi hanya menyerupai batang yang disebut thallus. 
Rumput laut tumbuh di alam dengan melekatkan dirinya pada karang, 
lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Selain benda mati, rumput 
laut pun dapat melekat pada tumbuhan lain secara epifitik.78 
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 Dari beragam jenis rumput laut Indonesia tersebut, terdapat 
beberapa jenis bernilai ekonomis dan telah diperdagangkan sejak dahulu, 
baik untuk konsumsi domestic maupun ekspor. jenis-jenis tersebut 
Euchema sp. ( Euchema cottonii dan Euchema spinosum ), Gracillaria ( 
Gracilara gigas dan Gracillaria verrucosa ), Gellidium sp., Hypnea sp., dan 
Sargassum sp.79 
 Seiring dengan menguatnya gerakan kembali ke alam ( back to 
nature ), Pemanfaatan rumput laut kian dimaksimalkan. Upaya untuk 
membudidayakannya pun kian di gencarkan. Di Nusa dan Nusa 
Lembongan Bali, misalnya: Upaya budidaya jenis Euchema sudah di 
mulai pada tahun 1983. Upaya serupa juga dilakukan pada jenis 
Gracillaria Di berbagai Wilayah Indonesia lainnya, yaitu: Paciran ( 
Lamongan ), Sulawesi Selatan, dan Pantai Utara Pulau Jawa. 
 Dalam penanaman rumput laut ada 3 Metode yang dapat 
digunakan, yaitu:  
a. Metode Lepas Dasar  
 Metode ini dilakukan pada dasar perairan yang berpasir atau 
berlumpur pasir untuk memudahkan penancapan patok/pancang. 
Penanaman dengan metode ini dilakukan dengan cara merentangkan tali 
ris yang telah berisi ikatan tanaman pada tali ris utama dan posisi 
tanaman budidaya berada sekitar 30 cm di atas dasar perairan  
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( Perkiraan pada saat surut terendah masih tetap terendam air ). Patok 
terbuat dari bamboo/kayu yang berdiameter sekitar 5 cm sepanjang 1 m 
dan runcing pada salah satu ujungnya.80 
b. Metode Rakit Apung  
 Metode rakit apung adalah cara membudidayakan rumput laut 
dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu/kayu. Ukuran setiap 
rakit sangat bervariasi tergantung pada ketersediaan material. Ukuran 
rakit dapat  disesuaikan dengan kondisi perairan tetapi pada prinsipnya 
ukuran rakit yang  dibuat tidak terlalu besar untuk mempermudah 
perawatan rumput laut yang ditanam.81 
c. Metode Long Line 
 Metode long line adalah metode budidaya dengan menggunakan 
tali panjang yang dibentangkan. Metode budidaya ini banyak diminati oleh 
masyarakat karena alat dan bahan yang digunakan lebih tahan lama dan 
mudah untuk didapat. Teknik budidaya rumput laut dengan metode ini 
adalah menggunakan tali panjang 50-100 meter yang pada kedua 
ujungnya diberi jangkar dan pelampung besar, setiap 25 meter diberi 
pelampung utama yang terbuat dari drum plastik atau styrofom. Pada 
setiap jarak 5 meter diberi  pelampung berupa potongan styrofom/karet 
sandal atau botol aqua bekas 500 ml.82 
  Di Kabupaten Takalar sendiri, metode yang digunakan adalah 
metode long line. Hal ini dapat dilihat pada Perda Kabupaten Takalar 
                                                           
80 ibid., hlm. 15  
81 ibid 
82 ibid., hlm. 16 
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Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha 
Perikanan. Pada Bab IV “ Syarat-syarat dan masa berlaku “ dari Pasal 4 
dan Pasal 6 
F.  Izin Usaha Dalam Pembudidayaan Laut  
 Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang 
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan 
pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 
wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Izin Usaha Perikanan 
(IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk 
melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang 
tercantum dalam izin tersebut. Namun, kewajiban memiliki SIUP tidak 
berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudidayaan ikan kecil. 
 Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
1990, Instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Usaha Perikanan 
(SIUP) ialah Gubernur, Ketua Badan Kordinasi Penanaman Modal, dan 
Direktur Jendral Perikanan. Ketiga pejabat instansi ini dapat 
mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya. 
 Khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ketentuan tentang 
Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) diatur dalam Peraturan Daerah ( 
Perda ) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 1987. Perda ini 
kemudian di tindak lanjuti dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah 
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Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 732/VI/1989 tentang Tata Laksana 
Perizinan dan Retribusi Usaha Perikanan.83 
 Peraturan Bupati Takalar Nomor. 17 tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha perikanan:  
Pasal 6 
1) Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) dan Surat Izin Penangkapan 
Ikan ( SIPI ) tidak berlaku karena : 
a. Jangka Waktunya telah berakhir; 
b. Dikembalikan oleh pemegang izin; 
c. Pemengang izin meninggal dunian; 
d. Pencabutan izin oleh Bupati Takalar  up. Kepala Dinas Kelautan 
dan perikanan Kabupaten Takalar. 
2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan 
karena alasan : 
a. Kepentingan keamanan dan ketertiban / kepentingan umum; 
b. Pemengang izin memindah tangankan surata izinnya tanpa 
persetujuan lebih dahulu dari Bupati Takalar up. Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar; 
c. Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan 
sejak dikeluarkannya surat izin. 84 
 
  
                                                           
83 Surat Izin Usaha Perikanan dari Gubernur Sulawesi Selatan 
84 ibid 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mangarabombang Desa 
Punaga Provinsi Sulawesi Selatan. Dasar pertimbangan sehingga di 
kabupaten Takalar dipilih menjadi lokasi penelitian, karena merupakan 
daerah pesisir pantai yang potensial dalam pengembangan budidaya 
rumput laut dan adanya penguasaan wilayah laut yang dilakukan oleh 
nelayan setempat. Oleh karena itu penulis menganggap bahwa tempat 
yang paling tepat mengakses berbagai informasi yang terkait dalam 
penelitian ini adalah daerah tersebut. 
B. Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian adalah masyrakat di lokasi penelitian 
tersebut ditambah aparat yang terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir.  
 Populasi yang disebutkan diatas tidak mungkin diteliti secara 
keseluruhan karena itu peneliti menetapkan sampel yang akan dijadikan 
responden dalam penelitian. Untuk sampel penelitian akan ditentukan 
sendiri oleh penulis yaitu masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di 
sekitar wilayah pesisir. Sesuai ketentuan, jumlah yang dijadikan sampel 
adalah 10% dari jumlah masyarakat nelayan yang jumlahnya melebihi 100 
orang dan ini akan dilakukan secara acak. 
 Selain responden dari masyarakat, diperlukan pula data atau 
informasi dari narasumber lain ( informan ) yaitu pemerintah terkait yang 
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dapat dijadikan sebagai data pelengkap pembanding antara lain Dinas 
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar, para tokoh adat, Kepala 
Desa/ Dusun dan Camat  yang dilakukan dengan metode wawancara. 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer adalah data empiris yang diperoleh secara langsung 
dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak 
terkait dengan permasalahan skripsi ini. 
2. Data skunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan, 
hasil-hasil penelitian dari berbagai pihak, jurnal/buletin, peraturan 
perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang relavan 
dengan topik penelitian.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilokasi 
penelitian adalah Wawancara yaitu teknik yang dilakukan untuk 
memperoleh informasi dari responden secara langsung. 
E. Analisis Data  
 Analisis data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini 
adalah analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari 
lokasi penelitian baik data primer maupun skunder kemudian diberikan 
penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
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     1. Kondisi Geografi dan Demografis 
 a. Luas Wilayah Kecamatan dan Desa Di Wilayah Pesisir  
 Secara Geografis dan Demografis, Kabupaten Takalar terletak 
antara 5o3‟-5o38‟ Lintang Selatan dan 1190-220‟-119039 bujur timur 
Provinsi Sulawesi Selatan. Batas Wilayah Kabupaten Takalar oleh: 
a berbatasan dengan Kabupaten Gowa  
latan berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Flores  
 berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto  
Barat berbatasan dengan Selat Makssar dan Laut Flores 
 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Takalar 566,51 Km2 dan Panjang 
Garis Pantai 74 Km. Luas laut 547,600 Ha. Nama ibu Kota / Kabupaten 
Pattallassang Jarak ibu Kota / Kabupaten ke ibu Kota Provinsi 45 Km 
melalui Kabupaten Gowa.  
 Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Takalar 
terdiri dari 7 kecamatan, 55 desa, dan 18 kelurahan. Dari 7 kecamatan 
tersebut, 4 kecamatan merupakan daerah pesisir, yaitu Mangarabombang 
dengan luas 100,50 km2 terdiri dari 12 desa, Mappakasunggu dengan 
luas 74,63 km2 terdiri dari 8 desa, Galesong Selatan luas 44,00 km2 dan 
14 desa, Galesong Utara luas 21,75 km2 terdiri dari 9 desa. Tiga 
kecamatan lainnya adalah Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan 
luas 88,07 km2 terdiri dari 8 desa / kelurahan, Kecamatan 
Polongbangkeng Utara dengan luas 212,25 km2 terdiri dari 14 desa / 
kelurahan, dan Kecamatan Pattallassang dengan luas 25,31 km2.  
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 Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, 
dataran dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran 
rendah dengan kemiringan antara 0 – 3 derajat sedang ketinggian ruang 
bervariasi antara 0 – 25 m, dengan bantuan penyusun geomorfologi 
dataran di dominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping 
terumbu dan tufa serta beberapa tempat bantuan lelehan basal. 
 Secara hidrologis Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara 
bulan Nopember hingga bulan Mei. Rata-rata curah hujan bulanan pada 
musim hujan berkisar antara 11,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah 
hujan tertinggi rata-rata harian adalah 27,9oC (Oktober) dan terendah 
26,5oC (Januari – Februari). Temperatur udara terendah rata-rata 22,2 
hingga 20,4oC pada bulan Februari – Agustus dan tertinggi 30,5 – 33,9oC 
pada bulan September – Januari.  
 Penduduk Kabupaten Takalar selama lima tahun terakhir tumbuh 
rata-rata 0,57 persen pertahun, yaitu dari 235.188 jiwa pada Tahun 1999 
menjadi 240.578 jiwa pada Tahun 2003 (Susenas 1999, 2003). Penduduk 
daerah ini tersebar di tujuh kecamatan, pada Tahun 2003 dengan jumlah 
penduduk 240.578 jiwa sekitar 14,06 persen di Kecamatan 
Mangarabombang, 10,77 persen di Mappakasunggu, 10,03 persen di 
Polongbangkeng Selatan, 12,42 persen di Pattallassang, 17,04 persen di 
Polongbangkeng Utara, 18,68 persen di Galesong Selatan, dan 16,99 
persen di Galesong Utara. Seiring dengan bertambahnya jumlah 
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penduduk Kabupaten Takalar dengan luas wilayah yang tetap maka 
tingkat kepadatan penduduk juga semakin bertambah. Pada Tahun 2003 
rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar sekitar 425 orang per 
km2. Jika diperhatikan menurut Kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan 
Galesong Selatan yang paling banyak dan paling padat penduduknya 
dengan rata-rata kepadatan sekitar 2.066 orang per km2, sedangkan yang 
paling sedikit penduduknya Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan 
kepada dengan kepadatan 274 orang per km2, dan yang paling jarang 
penduduknya adalah Kecamatan Pattallassang sebagai ibukota 
Kabupaten Takalar dengan kepadatan 141 orang per km2. Rendahnya 
kepadatan penduduk di ibukota kabupaten ini merupakan indikator bahwa 
penduduk yang tinggal di kecamatan ini terkonsentrasi hanya di wilayah 
kota. 
 Kabupaten Takalar dengan jumlah penduduk 240.578 jiwa 
mempuyai jumlah penduduk miskin sejumlah 50.912 jiwa, atau 21,16% 
dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin tersebut terbagi dalam 
15.228 KK. Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan kecamatan 
yang mempunyai jumlah penduduk termiskin (16.625 jiwa) diikuti oleh 
Mangarabombang (13.525 jiwa), Galesong Utara (7.952 jiwa), 
Polongbangkeng Selatan (6.770 jiwa), Pattallasang (6.636 jiwa), dan 
terkecil pada Mappakasunggu (4.148 jiwa). 
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 Desa Punaga termasuk dalam wilayah Kecamatan 
mangarabombang luas area 100.50 Km2 Kabupaten takalar dan 
merupakan suatu kawasan yang sangat dikenal oleh masyarakat 
Kabupaten Takalar dan sekitarnya. 
 Letak Desa Punaga dibatasi oleh :  
 
 
ikang   
 
 Garis Pantai Desa Punaga sepanjang 4,32 km. Curah hujan di 
Desa Punaga rata-rata 226 mm. Di Kabupaten Takalar, musim hujan 
bulan Oktober-Maret sedangkan musim kemarau bulan April-September. 
 Desa Punaga sebagian digunakan untuk lahan budidaya rumput 
laut. Desa Punaga tersebut terdapat 1 kantor Desa, 1 mesjid dan 
selebihnya adalah pemukiman penduduk. Sebagian besar masyarakat 
Desa Punaga adalah budidaya rumput laut. Namun ada juga petani 
rumput laut bermata pencaharian sebagai petani darat yang biasanya 
melakukan petani darat menjadi petani rumput laut 90% dari jumlah 
penduduk. 
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b . Data Desa dan Kelurahan Pesisir Kecamatan Mangarabombang 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa dan Jenis Kelamin 
Tabel 1 
Data Kependudukan Desa / Kelurahan Kecamatan Mangarabombang 
No. Desa / Kelurahan Laki –Laki Perempuan Jumlah 
1 Mangadu 1.459 1.551 3.010 
2 Lengkese 1.613 1.746 3.359 
3 Bonto Manai 2.396 2.512 4.907 
4 Pangnyangkalang 1.226 1.402 2.628 
5 Bonto Parang 1.179 1.284 2.463 
6 Pattoppakang 1.374 1.449 2.822 
7 Cikoang 1.336 1.484 2.820 
8 Laikang 2.300 2.589 4.880 
9 Punaga 1.121 1.297 2.418 
10 Lakatong 1.112 1.369 2.481 
11 Topejawa 1.612 1.646 3.258 
12 Banggae 1.525 1.627 3.152 
 18.110 Jiwa 20.063 Jiwa 38.173 Jiwa 
Sumber : Data Monografi Kecamatan Mangarabombang 
 
c.  Data Desa / Kelurahan Pesisir Kecamatan Mangarabombang 
Luas Wilayah Desa / Kelurahan, Dusun, RK dan RT 
  Tabel 2 
Data Luas Wilayah Desa / Kelurahan, Dusun, RK dan RT 
Kecamatan Mangarabombang 
No. Desa / Kelurahan Luas Wilayah Jumlah 
Dusun 
Jumlah 
RK 
Jumlah 
RT 
I II III IV V VI 
1 Mangadu 2,71 km 3 3 9 
2 Lengkese 8,82 km 5 5 10 
3 Bonto Manai 9,61 km 6 6 12 
4 Pangnyangkalang 11,08 km 5 9 34 
5 Bonto Parang 4,68 km 4 8 16 
6 Pattoppakang 10,56 km 4 4 8 
7 Cikoang 5,56 km 4 4 8 
8 Laikang 19,60 km 6 12 24 
9 Punaga 15,11 km 4 4 8 
10 Lakatong 3,56 km 4 4 10 
11 Topejawa 4,81 km 4 4 14 
12 Banggae 3,11 km 4 8 16 
  100.50 km 53 67 161 
Sumber: Data Demografi Kecamatan Mangarabombang 
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      2. Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Takalar 
 Kegiatan wilayah pesisir yang di lakukan oleh masyarakat pesisir 
kecamatan Mangarabombang terdiri dari kegiatan wilayah pesisir 
penangkapan ( Nelayan ) dan budidaya rumput laut. 
 Aktivitas usaha penangkapan ( nelayan ) dan budidaya rumput laut 
dilakoni Kecamatan Mangarabombang oleh 934 Rumah yang terbagi di 
dalam 4 desa wilayah pesisir yakni Laikang sebanyak 317 Rumah Tangga 
Perikanan ( RTP ), Punaga 478 Rumah Tangga Perikanan ( RTP ), 
Pattoppakang 67 Rumah Tangga Perikanan ( RTP ), Pangnyangkalang 72 
Rumah Tangga Perikanan ( RTP ).  . 
 Untuk mendukung usaha perikanan, terdapat Prasarana dan 
Sarana Budidaya Rumput Laut di Desa Punaga yaitu : 
Tabel 3 
Jenis Prasarana dan Sarana, Jumlah Unit Kelompok 
Pengelolaan/Pengguna, Tahun Pengadaan Sumber dana, Kondisi 
Prasarana dan Sarana 
No
. 
Jenis 
Prasarana/ 
sarana 
Jumlah 
( Unit ) 
Kelompok 
Pengelolaan/ 
Pengguna 
Tahun 
Pengadaan
Sumber 
dana 
Kondisi 
Prasarana 
dan sarana 
1 Kebun 
Bibit, 
Perahu + 
Mesin 
3 -Makkallong Kaca 
-Rahmat 
-Cottonii 
Sejahtera 
DAK 2009 Baik dan 
Berkelanjut 
2 Para-Para 3 - Sinar Laut 
-Usaha Mandiri 
- Daun Muda 
DAK 2010 Baik dan 
Termanfaat
kan 
3 Perahu + 
Mesin  
2 - Punaga Jaya 
- Kassi Kebo 
DAK 2010 SDA 
Sumber: Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar  
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 Rumput laut telah menjadi ekonomi penghasil vulus yang lumayan, 
masyarakat pesisir mulai mengkapling wilayah pesisir sebagai wilayah 
pesisir milik pribadi. Namun, di Desa Punaga masyarakat pesisir 
membentuk 3 kelompok sampai 10 orang sehingga dengan menanam 
rumput laut, mereka bisa menikmati hasil panen yang lumayan banyak 
dengan ratusan sampai ribuan bentangan tali bibit. Di Kabupaten Takalar 
terbilang berhasil mengembangkan jenis rumput laut Eucheuma ( Lawi 
Lawi ) sebagai komoditas masyarakat pesisir. 
 Menurut Syamsuddin ( Kasi Produksi dan Teknologi ) di Kabupaten 
Takalar, baru 14.128 hektar wilayah pesisir yang dimanfaatkan 
masyarakat pesisir dari luas potensi wilayah pesisir mencapai 17.448 
hektar. Dari wilayah pesisir yang sudah digarap masyarakat pesisir baru 
menghasilkan 474.346 ton rumput laut basah per-tahun. Potensi itu 
tersebar di empat kecamatan yaitu Mangarabombang, Mappakasunggu, 
Sandrobone, dan Galesong Utara. Sementara harga rumput laut kering di 
wilayah pesisir cukup menggiurkan,  Rp 7000 sampai  Rp 9000 
perkilogram. Namun demikian, dia mengakui kesejahteraan masyarakat 
pesisir belum merata karena mereka masih susah mendapatkan bantuan 
modal Tampaknya, optimalisasi potensi dinas perikanan dan kelautan di 
Kabupaten Takalar khususnya wilayah pesisir usaha budidaya rumput laut 
perlu terus dikembangkan mengingat hingga sekarang baru tergarap 
sekitar 80% dari seluruh potensi yang dimiliki. Pengembanganya memang 
harus ditingkatkan dengan berbagai terobosan yang mampu. Terutama 
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dalam hal pendampingan kelembagaan wilayah pesisir agar mereka 
memiliki kemampuan untuk  dapat berkembang menjadi professional. 
diKabupaten Takalar tidaklah sedikit, ambil contoh seperti masyarakat 
pesisir Mangarabombang yang bukan hanya usaha budidaya rumput laut 
oleh masyarakat pesisir secara tradisional untuk penangkapan ikan. Akan 
tetapi juga menjadi lirikkan yang memberi modal karena rumput lautnya 
yang cukup terkenal dan pantainya yang indah. 
B. Status Penguasaan Masyarakat Pesisir Dalam Gadai Atas Wilayah 
Pesisir Usaha Budidaya Rumput laut Secara Tradisional Di 
Kabupaten Takalar. 
 Penguasaan Wilayah Pesisir dipengaruhi oleh beberapa rezim 
diantaranya yaitu terbuka dan milik bersama. kedua rezim tersebut sangat 
berpengaruh dalam penguasaan masyarakat terhadap Wilayah Pesisir. 
 Masyarakat pesisir di Desa Punaga menganut kedua rezim 
tersebut. Dimana masyarakat pesisir yang pencaharian sebagai 
masyarakat tangkap memiliki persepsi bahwa laut itu tidak bertuan karena 
itu masyarakat dapat melakukan penangkapan ikan di mana saja yang 
mereka inginkan sesuai kemampuan mereka miliki. Sisi lain ada juga 
masyarakat pesisir yang pencahariannya sebagai budidaya rumput laut 
yang mengakui bahwa laut itu milik bersama ( common property ) / milik 
pribadi ( private property ) yang di kuasa oleh Negara dimana mereka 
dapat memanfaatkan wilayah pesisir yang secara tidak langsung dan 
tanpa masyarakat pesisir sadari bahwa dalam pemanfaatan tersebut 
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melakukan penguasaan terhadap wilayah pesisir yang masyarakat pesisir  
jadikan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut yang 
masyarakat pesisir kelola.  
 jadi secara tidak langsung masyarakat pesisir melakukan hak 
penguasaan budidaya rumput laut. Masyarakat pesisir menganut konsep 
milik bersama ( common property ) / milik pribadi ( private property )  
terhadap wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut tertentu, hal ini 
terbukti oleh masyarakat pesisir di Desa Punaga. Masyarakat pesisir 
menggadaikan wilayah pesisir karena membutuhkan biaya yang sangat 
besar untuk kebutuhan / ekonomi. Maka dari itu pemerintah yang lebih 
memihak kepada masyarakat untuk membantu modal. Modal tidak harus 
diberikan, tetapi wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut 
tradisional juga tidak boleh dilanggar. Jika masyarakat pesisir tradisional di 
dukung oleh pemerintah, maka kemiskinan masyarakat pesisir dapat lebih 
diminimalis. 
1. Kegiatan Budidaya Rumput Laut 
 Wilayah Pesisir Kecamatan Mangarabombang Desa Punaga di 
Kabupaten Takalar merupakan kawasan potensial khususnya dalam 
kegiatan usaha budidaya rumput laut. Sehingga Pendududk sekitar 
khususnya Kecamatan Mangarabombang Desa Punaga di Kabupaten 
Takalar sepenuhnya memanfaatkan wilayah pesisir yang ada. Selain itu 
usaha budidaya rumput laut ini membuka kesempatan yang sangat besar 
bagi masyarakat setempat di Desa Punaga. Kegiatan pemanfaatan yang 
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dilakukan oleh masyarakat pesisir di Desa Punaga ini tidak hanya 
mengumpulkan rumput laut yang mereka kelola tetapi juga masyarakat 
pesisir melakukan gadai terhadap masyarakat setempat. 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan dg. jarre Desa Punaga di  
Kabupaten Takalar, bahwa ada beberapa masyarakat menggadaikan 
wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut berdasarkan ekonomi /  
kebutuhan yang mendadak. Proses terjadinya gadai hanya dilakukan 
antara individu per-individu dengan cara pembuktiannya berdasarkan 
Saling Percaya. Jika Pemberi Gadai menerima uang dari Penerima Gadai  
berhak mengelola / mengambil hasil usaha budidaya rumput laut tersebut. 
Prosedur awal kepemilikan tidak ada yang punya berdasarkan rumput laut 
maka dari itu masyarakat pesisir memasang batas-batas ( Kapling ) 
terbuat dari kayu lontara ( Pohon Lontara )  Berdasarkan wawancara 
penulis dengan Syamsuddin ( Kasi Produksi dan Teknologi Perikanan ) 
bahwa  budidaya rumput laut berawal pada tahun 1980 hingga saat ini. 
Budidaya rumput laut terus berkembang pada saat ini. Daerah desa 
punaga daerah terlindung yang memiliki pergerakan air yang tenang 
berkisaraan 0,2-0,4 m/detik, dimana kondisi seperti ini akan 
mempermudah penggantian dan penyerapan hara yang diperlukan oleh 
rumput laut tetapi tidak sampai merusak.  
 jumlah penggunakan faktor produksi bibit oleh petani rumput di 
desa punaga kecamatan mangarabombang di Kabupaten Takalar sampai 
pada bentangan 350 adalah dibawah atau sama dengan jumlah faktor 
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kendala, sedangkan untuk faktor produksi tenaga kerja dan modal, sampai 
pada bentangan 150 untuk tenaga kerja dan bentangan 250 untuk modal 
adalah dibawah / sama dengan faktor kendala. Kombinasi penggunaan 
faktor produksi optimal terdapat pada bentangan 500. Dengan jumnlah 
produksi sebanyak 6000 kg untuk rumput laut berwarna coklat dan 5000 
kg untuk berwarna hijau. jumlah penggunakan faktor produksi bibit oleh 
masyarakat pesisir rumput di desa punaga kecamatan mangarabombang 
Kabupaten Takalar sampai pada bentangan 350 adalah dibawah / sama 
dengan jumlah faktor kendala, sedangkan untuk faktor produksi tenaga 
kerja dan modal, sampai pada bentangan 150 untuk tenaga kerja dan 
bentangan 250 untuk modal adalah dibawah / sama dengan faktor 
kendala. Kombinasi penggunaan faktor produksi optimal terdapat pada 
bentangan 500.  
 Di Kabupaten Takalar dalam usaha budidaya rumput laut sehingga 
sampai saat ini masyarakat pesisir ada 2 jenis rumput laut yaitu Grasillaria 
dan Eucheama ). Jenis rumput laut tersebut di gunakan di Kabupaten 
Takalar sehingga usaha budidaya rumput laut semakin berkembang pesat 
di Kabupaten Takalar. Perkembangan pesat ini tidak bersamaan dengan 
penataan yang baik sehingga sering timbul konflik antar masyarakat 
pesisir dengan masyarakat setempat. Untuk mencengah konflik antar 
masyarakat pesisir dengan masyarakat pemerintah memberikan izin 
usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar. 
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 Salah satu penyebab berkembangnya usaha budidaya rumput laut 
di Kabupaten Takalar karena banyak Petani Darat yang beralih menjadi 
pengelola usaha budidaya rumput laut. 
 Wawancara dengan para masyarakat pesisir, disimpulkan bahwa 
peralihan Petani Darat menjadi Pengelola Usaha Rumput Laut 
berdasarkan beberapa hal : 
a. Usaha budidaya Rumput Laut tidak memerlukan modal yang besar. 
b. Pengelolaannya sangat cepat kurang lebih 40 hari sekali panen. 
c. Pemeliharaan Rumput Laut sangat mudah dan tidak perlu sering 
melaut cukup memantau lahan Rumput Laut. 
 Desa Punaga di Kabupaten Takalar yang dulunya merupakan 
tempat wisata pantai oleh masyarakat beralih menjadi wilayah pesisir 
untuk usaha budidaya rumput laut yang setiap tahun bertambah luas, 
dimana masyarakat dalam 800 cm wilayah pesisir untuk usaha budidaya 
rumput laut. Pemerintah di Kabupaten Takalar telah mengeluarkan 
Peraturan Daerah  ( Perda ) Nomor.17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan.  
Pasal 3 
“ Memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 
untuk mengeluarkan Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) dan Surat Izin 
Penangkapan Ikan ( SIPI ) “ 
 Bab IV Syarat-Syarat dan Masa berlaku Pasal 4 dan Pasal 6. 
dimana dalam Peraturan Daerah ( Perda ) ini di wajibkan kepada setiap 
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masyarakat atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan 
kelautan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ). Namun 
sampai saat ini Masyarakat Desa Punaga di Kabupaten Takalar tidak 
memiliki SIUP. Sesuai dengan yang tercantum pada :   
Pasal 4 
1) Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan dan 
Surat Izin Penangkapan ikan ( SIPI ) kepada Bupati Takalar up. 
Kepala Dinas Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Takalar dengan 
melampirkan :  
a. Fotocopy copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Nomor 
Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). 
b. Tanda hak kepemilikan / penguasaan atas kapal perikanan 
atau hak atas pemilikan atas tanah yang akan digunakan, 
c. Akte pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum. 
2) Bentuk dan isi Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) dan Surat Izin 
Penangkapan ikan ( SIPI ) dimaksud ayat (1) pasal ini, 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Perda ini. 
3) Prosedur dan skema penyampaian izin sebagaimana tercantum 
dalam lampiran III Perda ini. 
4) Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) berlaku selama 3 ( tiga ) tahun. 
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Pasal 6 
3) Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) dan Surat Izin Penangkapan 
Ikan ( SIPI ) tidak berlaku karena : 
e. Jangka Waktunya telah berakhir; 
f. Dikembalikan oleh pemegang izin; 
g. Pemengang izin meninggal dunian; 
h. Pencabutan izin oleh Bupati Takalar  up. Kepala Dinas Kelautan 
dan perikanan Kabupaten Takalar. 
4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan 
karena alasan : 
d. Kepentingan keamanan dan ketertiban / kepentingan umum; 
e. Pemengang izin memindah tangankan surata izinnya tanpa 
persetujuan lebih dahulu dari Bupati Takalar up. Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar; 
f. Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan 
sejak dikeluarkannya surat izin. 
Struktur dan Tarif Izin Usaha sebagaimana dimaksud berikut ini ; 
 Pasal 7  
 Tarif Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) dan Surat Izin 
Penangkapan Ikan ( SIPI ) ditetapkan sebagi berikut : 
1. Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) : 
a. Kapal Perikanan 5 -10 GT untuk 1 – 50 Kapal / tiga tahun Rp. 
150.000,- 
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b. Kapal Perikanan 5 – 10 GT untuk 51 kapal keatas / tiga tahun 
Rp. 300.000,- 
2. Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ): Kapal Perikanan 5 -10 GT 
Rp. 75.000,- / tahun 
3. Surat Izin Kapal Pengangkutan ikan ( SIKPI ): Kapal Perikanan 5 – 
10 GT Rp. 75.000,- / tahun 
4. Surat Izin Usaha Budidaya ; 
a. Pembenihan : 
i. Usaha Pembenihan Ikan air tawar di atas 4 Ha Rp. 50.000,- / 
Tiga tahun. 
ii. Usaha Pembenihan ( hatchery ) Rp. 200.000,- / Tiga tahun 
iii. Usaha Pembenihanm ( backyard ) Rp. 150.000,- / Tiga tahun 
Poin ii dan iii dengan ketentuan : 
a) Pembenihan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0.75 
Hektar 
b) Pembenihan di air tawar payau dan air laut dengan areal 
lahan lebih daro 0,5 Hektar 
b. Pembesaran : 
i. Usaha Budidaya air tawar padat penebaran di atas 50.000 
Ekor / Ha Rp. 50.000,- / Tiga tahun dengan ketentuan : 
a) Pembesaran di kolam air tenang areal lahan lebih dari 2  
( dua ) hektar ; 
b) Pembesaran di kolam air deras menggunakan lebih dari 5  
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( lima ) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m2 ; 
c) Pembesaran dengan keramba jarring apung menggunakan 
lebih dari 4 ( empat ) unit dengan ketentuan 1 unit = 4x  
( 7 x 7 x 2,5 m3 ); 
d) Pembesaran dengan keramba menggunakan lebih dari 50  
( lima puluh ) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x( 2 x 1,5 m3 )  
ii. Usaha budidaya air payau dengan areal lahan lebih dari 5 
hektar dan padat penebaran di atas 50.000 ekor / Ha Rp. 
50.000,- / Tiga tahun 
iii. Usaha budidaya rumput laut Rp. 75.000,- / Tiga tahun 
Denagn menggunakan metode : 
a) Lepas dasar menggunakan lebih dari 8 ( Delapan ) unit 
dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m3 ; 
b) Rakit Apung menggunakan lebih dari 20 ( dua puluh ) unit 
dengan ketentuan 1 unit = 20 ( dua puluh ) rakit, 1 ( satu ) 
rakit berukuran 5 x 2,5 m3 
c) Long line menggunakan lebih dari 2 ( dua ) unit dengan 
ketentuan 1 unit berukuran 1 ( satu ) berukuran 1 ( satu ) Ha; 
iv. Usaha Budidaya Keramba Jarring Apung ( KJA ) di laut 
menggunakan lebih dari 60 ( enam puluh ) unit dengan 
ketentuan 1 unit = 1 x 1 x 1 m3 Rp. 50.000,- / Tiga tahun 
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      2. Sejarah Penguasaan Wilayah Pesisir Usaha Budidaya Rumput 
Laut di Kabupaten Takalar 
Awal mula,Rumput laut tidak diminati masyarakat setempat, namun 
setelah pengelolaan tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi lebih baik 
ketimbang menjadi masyarakat tangkap di laut dalam, maka mereka  
ramai – ramai wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut. Setelah 
mencoba dan ternyata berhasil serta lebih menjanjikan meningkatkan 
ekonomi keluarga, maka profesi sebagai masyarakat tangkap secara 
perlahan mereka ditinggalkan dan fokus pada usaha budidaya rumput 
laut. Hasil usaha budidaya rumput laut cukup lumayan untuk 
menambahkan kebutuhan keuangan keluarga, hanya dalam jangka waktu 
tiga bulan bibit yang ditanam sudah dapat di panen, namun perlu modal 
biaya pengadaan peralatan untuk pembibitan, ujar Bahar masyarakat 
pesisir.  
        Rumput laut jenis Eucheuma (Lawi-lawi) lebih diminati usaha 
budidaya rumput laut karena lebih mudah dan bisa dijual dalam keadaan 
basah, berbeda dengan jenis Glacilaria ataupun Cotonii yang umumnya 
dijual dalam bentuk kering. namun perlu di bawah terik matahari, wajah 
Bahar nampak ceria dan bahagia saat menjemur rumput laut hasil usaha  
budidaya rumput laut diatas bentangan bambu di desa punaga kecamatan 
mangarabombang.  
       " Pada awalnya saya adalah masyarakat tangkap, pemburu ikan 
terbang ditengah laut, namun kemudian beralih profesi menjadi 
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masyarakat pesisir untuk usaha budidaya rumput laut " kisah Bahar yang 
kini bisa menghidupi istri dan dua anaknya dengan penghasilan cukup 
menghasilkan, ketimbang menjadi masyarakat pemburu ikan terbang yang 
menantang penuh resiko selama empat bulan di laut lepas. Butuh 
sentuhan modal Ia mengaku bisa meraih penghasilan Rp10 juta setiap 
masa panen pada wilayah pembibitan dua hektar lebih dengan produksi 
100 karung lebih tiap bulan.  Rumput laut Lawi-lawi ( Eucheuma ) basah 
berat 40 kg dijual dengan harga Rp150 ribu/karung atau Rp2.500 sampai 
Rp3.000 per kg), sedang untuk rumput laut kering dijual Rp9.000/kg. 
Sebelumnya, Bahar bersama kelompoknya beranggotakan 15 orang di 
Desa Punaga mendapat bantuan bibit rumput laut Lawi-lawi ( Eucheuma ) 
seharga Rp100.000. Sejak itu, usaha budidaya rumput laut Lawi-lawi ( 
Eucheuma ) di desa tersebut mulai diminati masyarakat pesisir dan terus 
berkembang hingga sekarang.      
         Menurut Syamsuddin ( Kasi Produksi dan Teknologi ) di Kabupaten 
Takalar menyebutkan, uji coba budidaya rumput laut Lawi-Lawi ( 
Eucheuma ) dilakukan pada Tambak di Dusun Turikale Laikang. 
      Hasil uji coba tersebut dalam waktu tiga bulan masa tanam 
(pembibitan) bisa menghasilkan pertumbuhan 10 kali lipat dari saat tebar 
pertama kali. Cara usaha budidaya rumput laut yang mudah, cepat, serta 
menguntungkan menjadi keunggulan dari  rumput laut, sehingga jenis ini 
berpotensi menjadi pengelola usaha budidaya rumput laut di Kabupaten 
Takalar.  
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          Dengan modal pembelian bibit Rp600 ribu (150 kg) selama dua 
bulan, usaha budidaya rumput laut dapat menghasilkan 1.500 kg atau 
senilai Rp6,4 juta dan bulan ke tiga hasilnya  lebih tinggi. “ Keunggulan 
lain Lawi-lawi ( Eucheuma ) karena bisa dijual dalam keadaan basah 
berbeda dengan jenis Glacillaria (Cotonii) yang umumnya dijual kering. 
Hasil usaha budidaya rumput laut saat ini cukup besar diserap pasar lokal, 
namun memiliki peluang untuk ekspor ke China, Taiwan dan Jepang. 
Selain untuk budidaya yang mudah, komoditas ini juga memiliki khasiat 
diantaranya sebagai obat anti jamur, anti tumor, dan reumatik.  
          Sekretaris bupati Ir. H Nirwan Nasrullah, M.Si di Kabupaten Takalar 
mengatakan, dengan tersedianya bahan baku rumput laut yang melimpah 
tersebut, maka usaha budidaya rumput laut perlu sentuhan modal, baik 
dari Pemerintah Pusat maupun pihak swasta, terutama dari perikanan dan 
kelautan. 
          Pemkab Takalar bersama Pemprov Sulsel telah memprogramkan 
pembangunan industri rumput laut dan telah mendapat persetujuan dari 
dinas perikanan dan kelautan. Diharapkan pabrik pengolahan usaha 
budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar tersebut bisa segera 
terealisasi.  
         Takalar menyumbang 50 % Produksi Nasional Komoditas rumput 
laut total produksi provinsi Sulawesi Selatan. Sementara kontribusi 
Sulawesi selatan terhadap produksi nasional sekitar 33,33 %. Gubernur 
Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produksi rumput laut 
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Sulawesi Selatan setiap tahunnya bisa mencapai 1,5 juta ton, dengan nilai 
1,9 juta dolar AS dari produksi yang dicapai saat ini 1,4 juta ton. Dengan 
luas potensi wilayah pesisir mencapai puluhan ribu hektar tersebar di 
semua kabupaten pesisir, terutama sentra produksi Kabupaten Takalar, 
Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng, Syahrul yakin, dalam 
waktu dekat Sulawesi Selatan siap menjadi pusat penghasil rumput laut 
terbesar di dunia. Menurut Syahrul, nilai produksi budidaya rumput laut 
Sulawesi Selatan terbesar di Indonesia mencapai Rp1,1 triliun pada 2012. 
Sedangkan data dinas perikanan dan kelautan RI, produksi rumput laut 
secara nasional tahun 2012 mencapai 4,2 juta ton, naik dibandingkan 
produksi 2011 hanya 3,9 juta ton. Produksi rumput laut di Kabupaten 
Takalar perlu didukung industri pengolahan untuk menyerap hasil yang 
melimpah. Karenanya Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan sedang 
melobi Pemerintah Pusat agar segera membangun industri rumput laut di 
Kabupaten Takalar. usaha  budidaya rumput laut butuh modal, baik dari 
pemerintah maupun pihak swasta dan membangun industri pengolahan 
rumput laut agar masyarakat pesisir memperoleh nilai tambah lebih baik 
dari yang mereka peroleh sekarang dengan cara menggadaikan wilayah 
pesisir untuk usaha budidaya rumput laut.   
 Pabrik pengolahan rumput laut nantinya, mampu menampung puluhan 
ton setiap hari, sehingga apabila telah dibangun pabrik pengolahan 
rumput laut, maka harga akan semakin meningkat, sehingga lebih 
menguntungkan masyarakat dan tingkat perekonomian mereka semakin 
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membaik.                                                                         
         Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku menyebutkan, 
usaha budidaya rumput laut yang dilakukan masyarakat pesisir di 
Kabupaten Takalar tergolong pengelolaan sumber daya perikanan yang 
terbaik di wilayahnya termasuk pula sejumlah kabupaten kota lainnya di 
Sulawesi selatan yang mengembangkan budidaya rumput laut komoditas 
serupa. " di Kabupaten Takalar yang memiliki potensi belasan ribu hektar 
wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut dan ditetapkan sebagai 
sentra produksi pengelola ini masuk dalam katagori pengembangan “. 
          Kondisi kawasan pantai yang menjadi wilayah pesisir untuk usaha 
budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar memiliki keistimewaan 
dibanding daerah lain, sehingga rumput laut dari daerah ini, tergolong 
kualitas terbaik di antara 33 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditetap 
dinas perikanan dan kelautan di Kabupaten Takalar.            . 
          " Kondisi perairan di Kabupaten Takalar yang memiliki kadar air 
laut, suhu dan iklim yang cocok untuk usaha budidaya rumput laut, 
sehingga menghasilkan kualitas terbaik mesti tetap dijaga agar tidak 
tercemar dan merusak ekosistem di perairan itu, termasuk menjaga 
kelestarian karang laut“ 
Dalam sejarah perkembangan hukum terhadap wilayah pesisir,  
terekam berbagai teori dan konsepsi yang memberikan dasar teoretis 
tentang dapat tidaknya suatu sumber daya pesisir dimiliki secara individual 
dengan hak-hak yang bersifat milik bersama sekaligus mengandung unsur 
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kebersamaan. Teori-teori tersebut juga memberikan dasar teoretis tentang 
hubungan yang seharusnya antara Negara dengan sumber daya pesisir 
maupun hubungan antara Negara dengan warganegara atau antar 
warganegara itu sendiri.  
 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dg.kenna 
Masyarakat pesisir yang profesi sebagai pengelola rumput laut. Awal 
adanya rumput laut sejak tahun 1980 sampai saat ini. Bahwa penguasaan 
wilayah pesisir yang dilakukan masyarakat pesisir memberikan Batas-
batas-batas ( kapling ), wilayah laut untuk budidaya rumput laut baru 
berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. karena tuntutan 
kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan juga semakin 
berkurangnya hasil tangkap masyarakat. hal ini juga merupakan salah 
satu alasan petani darat menjadi pengelola rumput laut. wilayah pesisir 
yang dikuasai oleh masyarakat pesisir panjang 20 DPA x 40 PPA cm. 
Kedalaman lahan rumput laut 1 – 8 meter penggelola usaha budidaya 
rumput laut.  
 Masyarakat pesisir awalnya merupakan stage property ( milik 
Negara ) yang kemudian beralih menjadi private property ( milik pribadi ). 
Hal ini dibuktikan dengan adanya mengkapling wilayah laut yang 
dilakukan masyarakat pesisir di mana dalam pengkaplingan tersebut 
dibuat tanda batas-batas ( kapling ) sehingga masyarakat setempat tidak 
di perbolehkan untuk mengelola / memanfaatkan wilayah pesisir yang 
telah di batasi ( kapling ). 
66 
 Sampai saat ini belum ada tata cara penetapan tanda batas-batas  
( kapling )  pemilikan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut 
oleh pemerintah sehingga masyarakat memiliki ide sendiri terhadap tata 
cara penetapan tanda batas-batas ( kapling ) masyarakat pesisir. Dalam 
penetapan tanda batas-batas ( kapling ) terlebih dahulu menentukan 
wilayah yang akan di jadikan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput 
laut. wilayah tersebut berbentuk persegi empat di mana setiap ujungnya 
ditahan oleh kayu lontara ( batang pohon lontara ) wilayah laut yang 
sudah di batas-batas ( kapling ) agar tidak bergeser atau berpindah. Di 
setiap sisi ujung bagian atas diberikan tanda dengan cara di cat yang 
berwarna – warni. Jadi masyarakat pesisir dapat mengetahui lahan hanya 
dengan melihat tanda batas yang masyarakat pesisir buat sendiri. 
 Ali (36), penduduk Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, 
Kabupaten Takalar, mengatakan, sebelum lima tahun lalu, dia merupakan 
petani padi. Lahan yang dia miliki satu hektar dengan total produksi sekali 
panen dua ton GKG. Namun, karena harga gabah sangat murah, dia pun 
banting setir menjadi pembudidaya rumput laut. Kini, ayah lima anak itu 
memiliki dua lokasi budidaya, yang berukuran 60 meter x 70 meter dan 70 
meter x 80 meter. Sekali panen diproduksi enam ton rumput laut basah, 
tetapi 50 % di antaranya dijadikan bibit untuk penanaman berikutnya. 
Separuhnya lagi dijemur hingga kandungan air hanya tersisa 35 % baru 
dijual. Pendapatan yang dia peroleh sebesar Rp 1,6 juta. Saat panen, 
kadar air mencapai 98 %. 
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 "Terus terang, setelah membudidaya rumput laut, kehidupan 
keluarga kami menjadi lebih baik. Bisa makan minimal dua kali sehari, 
bisa biayai anak sekolah, dan bisa menabung," tutur Ali yang mengaku 
rumput laut kering yang diproduksi Desa Punaga sekitar 50 ton setiap 
bulan. Komoditas itu langsung dibeli pedagang di lokasi pembudidayaan. 
Harga yang bagus disertai masa pembudidayaan yang pendek membuat 
sebagian masyarakat pesisir di Sulsel juga tidak lagi bergairah 
menangkap ikan. Sebab, potensi ikan di laut semakin terbatas, sedangkan 
perahu penangkapan bertambah banyak dan menggunakan alat tangkap 
yang canggih. Akibatnya, volume ikan yang ditangkap terus berkurang. 
Hal itu otomatis berdampak terhadap jumlah pendapatan setiap nelayan 
sehingga budidaya rumput laut dianggap sebagai pilihan yang baik bagi 
masa depan. 
 "Sejak budidaya rumput laut semakin semarak, nyaris tidak ada lagi 
pengeboman ikan di bagian timur Sulawesi Selatan. Padahal, dulu tiada 
hari tanpa pengeboman ikan. Ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa 
dalam sejarah kehidupan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan," ujar 
Budiman. 
 Data dinas perikanan dan kelautan menyebutkan, potensi rumput 
laut di Sulawesi Selatan sekitar 250.000 hektar, tetapi yang tergarap baru 
5 %. Tahun 2003, volume produksi rumput laut kering 21.000 ton, dan 
sekitar 15.000 ton di antaranya diekspor. Negara tujuan ekspor antara lain 
Singapura, Hongkong, Jepang, Taiwan, dan Perancis. 
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 Seiring dengan menguatnya gerakan kembali ke alam untuk 
mengganti penggunaan bahan baku kimia sintetis yang membahayakan 
manusia dan lingkungan hidup, posisi rumput laut pun langsung 
terdongkrak. Permintaan di pasar dunia pada tahun 2005 diperkirakan 
mencapai 260.571.050 ton, tahun 2006 meningkat menjadi 273.599.602 
ton, tahun 2007 (287.279.582 ton), dan tahun 2009 sebanyak 316.725.339 
ton. 
 Permintaan sebesar itu belum mampu terpenuhi karena hanya 
sedikit negara yang bisa membudidayakan komoditas tersebut, termasuk 
Indonesia. Saat ini Filipina termasuk salah satu negara pemasok rumput 
laut terbesar di dunia. Akan tetapi, sebagian besar diperoleh dari 
Sulawesi. Indonesia sendiri baru mampu memproduksi rumput laut kering 
sekitar 300.000 ton. Padahal, luas perairan laut yang cocok untuk 
budidaya rumput laut sebanyak 1,2 juta hektar. Potensi itu tersebar di 18 
provinsi, antara lain Papua 501.000 hektar, Sulawesi Selatan 250.000 
hektar, Maluku 206.000 hektar, Sulawesi Tengah 106.300 hektar, 
Nanggroe Aceh Darussalam 104.100 hektar, Sulawesi Tenggara 83.000 
hektar. 
 Potensi produksi rumput laut kering dalam setahun rata-rata 16 ton 
per hektar. Kalau seluruh areal potensial tersebut dimanfaatkan secara 
optimal, maka total produksi rumput laut secara nasional 17.774.400 ton 
per tahun. Harga di pasar dunia saat ini sekitar Rp 4,5 juta per ton. Itu 
berarti, nilai pendapatan yang diperoleh Rp 79,98 triliun. 
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 " Menurut, syamsuddin ( kasi produksi dan teknologi ) Ini baru 
devisa yang diperoleh dari penjualan bahan baku rumput laut. Jika diolah 
lagi menjadi produk ikutan lainnya, nilai devisa yang diterima lebih besar 
dua sampai tiga kali lipat lagi "  
 Rumput laut memiliki 27 marga. Apabila komoditas tersebut diolah 
lebih lanjut, ia dapat menghasilkan kurang lebih 500 jenis produk 
komersial. Mulai dari agar-agar, makanan ternak, makanan, obat-obatan, 
kosmetik, pasta gigi, sampo, kertas, tekstil, hingga minyak pelumas pada 
pengeboran sumur minyak. 
 Pemanfaatan rumput laut di Indonesia telah dimulai tahun 1920, 
tetapi penggunaannya masih terbatas pada obat-obatan dan makanan 
dengan cara pengolahan yang tradisional. Salah satu khasiat adalah 
antitumor, menurunkan tekanan darah, dan mengatasi gangguan kelenjar. 
Itu sebabnya, sebagian kalangan mengklaim rumput laut. 
 Menurut Syamsuddin ( kasi produksi dan teknologi perikanan dan 
kelautan ), potensi besar rumput laut pun digali dan dikembangkan. Selain 
mendorong pembudidayaan, instansi ini juga makin giat menggalang 
penelitian dan pengkajian, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, 
perawatan, produksi, pemasaran, dan pengolahan produk. Termasuk 
tentang tata cara pemanfaatan, penyuluhan, penggalangan dana bagi 
masyarakat, dan penjaringan investasi. Tahun 2003, usaha 
pembudidayaan rumput laut dilakukan melalui intensifikasi pada areal 
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seluas 17.416 hektar yang tersebar di 18 provinsi. Ketika itu 
didistribusikan benih atau bibit rumput laut sebanyak 209 ton. 
 "Kami terus-menerus mendorong pengembangan rumput laut, 
sebab nilai tambahnya sangat besar. Karena itu, untuk masyarakat pesisir 
agar menjaga wilayah pesisir untuk memberikan peluang sebesar-
besarnya," ujar Rokhmin yang menginginkan agar rumput laut di jaga 
kelestarian. 
 Hingga kini baru sebanyak 20.572 perusahaan skala menengah 
berinvestasi pada budidaya rumput laut dengan total investasi Rp 5,143 
triliun. Perusahaan itu paling banyak beroperasi di Papua 9.294 unit atau 
Rp 2,323 triliun, Maluku 3.826 unit atau Rp 956,481 miliar, Sulawesi 
Tengah 1.969 unit atau Rp 492,130 miliar, dan yang paling sedikit di NTT 
19 unit atau Rp 4,630 miliar. 
 Untuk investasi skala besar, sebanyak 617 perusahaan yang 
melakukan investasi pada rumput laut dengan total investasi Rp 1,974 
triliun. Investasi ini terbanyak di Papua, yakni 279 unit perusahaan senilai 
Rp 892,267 miliar. Disusul Maluku 115 perusahaan atau Rp 367,289 
miliar. Sulawesi Tengah 59 perusahaan atau Rp 188,978 miliar, Nanggroe 
Aceh Darussalam 58 perusahaan dengan nilai investasi Rp 185,067 
miliar. Investasi terkecil terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hanya satu 
perusahaan dengan nilai investasi Rp 1,778 miliar. 
 Sungguh masa depan rumput laut sangat prospektif, gejala di 
lapangan masih banyak sekali. Pertama, ada sebagian pembudidaya yang 
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sudah memanen saat rumput laut baru berusia 35 hari. Akibatnya, kualitas 
dari komoditas tersebut jauh di bawah standar. Kedua, rumput laut yang 
dibudidaya kurang mendapatkan perawatan yang rutin dan teratur setiap 
hari. Perawatan yang tidak optimal ini memungkinkan komoditas itu 
mudah terserang virus dan mengurangi kualitas. Ketiga, tidak adanya 
tenaga penyuluh kelautan yang setiap saat dapat membimbing, 
memfasilitasi, memotivasi, sekaligus memberikan jalan keluar bagi 
pembudidaya rumput laut. Keempat, keterbatasan modal kerja sehingga 
baru sebagian kecil masyarakat pesisir yang membudidayakan rumput 
laut. Kelima, terikat pemasaran yang terlalu panjang dengan melibatkan 
lebih dari satu tengkulak atau pedagang pengumpul. Terikat pemasaran 
yang panjang itu membuat harga rumput laut di tingkat masyarakat pesisir 
selalu tertekan rendah. Saat ini harga komoditas tersebut pada 
masyarakat di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten 
Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai berkisar Rp 3.800-Rp 4.000 per 
kilogram. Sedangkan di tingkat pabrik sebesar Rp 4.700-Rp 5.000 per 
kilogram. Padahal, pabrik berada tidak jauh dari masyarakat pesisir. 
Anehnya, perbedaan harga yang begitu besar antara tingkat masyarakat 
pesisir dan pabrik nyaris tanpa reaksi, bahkan cenderung dimaklumi 
petani. Kondisi ini merupakan bagian dari politik balas budi. Alasannya, 
pembudidaya rumput laut saat pertama kali menggeluti usaha budidaya 
rumput laut tersebut umumnya tanpa modal. Satu-satunya pihak yang 
memberikan bantuan modal dan bibit adalah pedangang yang beruntung 
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banyak dengan senang hati sebab prinsip mereka adalah rencana usaha 
budidaya rumput laut dapat berjalan. 
 " Kami sebetulnya ingin sekali membebaskan diri dari pedangang 
yang beruntung banyak gadai atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya 
rumput laut supaya harga barang kami menjadi lebih baik, tetapi sampai 
saat ini kami belum mendapatkan bantuan tanpa agunan dari pemerintah " 
ujar Ali. Kondisi ini seharusnya membuka mata dan hati pemerintah agar 
mulai peduli pada pengelola usaha budidaya rumput laut, termasuk 
masyarakat serta masyarakat pesisir.  
 Dampak lain dari maraknya pembudidayaan rumput laut adalah 
pengaplingan wilayah laut oleh setiap pengelola usaha budidaya rumput 
laut. Jika kondisi ini tak dikelola secara baik, bukan tidak mungkin suatu 
saat menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat pesisir. 
       C. Perlindungan Hukum Terhadap Gadai Atas Wilayah Pesisir 
Usaha Budidaya Rumput Laut 
 Kebijakan terhadap gadai atas wilayah pesisir untuk usaha 
budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar. Resultasi dari lemahnya 
posisi politik sektor ini di mata pemerintah. sehingga bagi pemerintah, 
aspirasi dan kepentingan sektor perikanan dan kelautan tidak begitu 
penting untuk di kembangkan dalam kebijakan publik. Upaya usaha 
budidaya rumput laut perlu diperjuangkan di dua area sekaligus yaitu di 
area ekonomi dan area politik. 
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 Menurut Rahmansyah Faharuddin, Kebijakan Kelautan dengan 
berkumpul pada pendekatan perlindungan hukum, baik kepada para pihak 
yang terkait maupun terhadap sumber daya alamnya menarik untuk 
diperhitungkan. Secara ekonomi pada derajat tertentu memiliki implikasi 
politik. menurut Sudirman Saad, ada 3 ( tiga ) ciri utama, yaitu 
berdasarkan pada common property ( milik bersama ) / private property     
( milik pribadi ), Sentralistik, dan mengabaikan pluralism hukum 
masyarakat. 
 Berkaitan dengan hal tersebut di atas, era otonomi daerah saat ini 
membawa konsenkuensi yang sangat besar terhadap pelaksanaan 
pemerintah di daerah. Setiap daerah ( Kabupaten / kota ) dapat berkreasi 
melahirkan perlindungan hukum berdasarkan potensi sumber daya alam 
yang di milikinya. Perlindungan hukum yang sifatnya khas yaitu 
perlindungan hukum yang digali dari nilai – nilai, norma dan kebiasaan 
yang di patuhi dan di taati masyarakat. 
 Menurut Syamsuddin ( Kasi usaha produksi dan teknologi 
perikanan ) bahwa di Kabupaten Takalar sendiri sebagai daerah otonom, 
dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pesisir 
terhadap penguasaan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut 
telah di upayakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. 
 Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memberikan perlindungan 
hukum terhadap masyarakat pesisir yaitu dengan adanya Peraturan 
Daerah ( PERDA ) Nomor. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Retribusi 
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Izin Usaha Perikanan yang mewajibkan setiap masyarakat pesisir atau 
badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan kelautan untuk 
memilki Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ). Tujuan dari Peraturan 
Daerah ( PERDA ) Nomor. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Retribusi 
Izin Usaha Perikanan agar masyarakat pesisir lebih tertib dalam 
mengunakan wilayah pesisir dan mengelola usaha budidaya rumput laut 
yang ada.  
 Menurut Hj.Haris Dg.lili Kepala desa punaga di Kabupaten Takalar 
kepada Pemerintah / Bupati / Dinas Perikanan dan Kelautan dengan 
melihat perkembangan Usaha Budidaya Rumput Laut di Desa Punaga, 
yaitu:  
1. Diharapkan adanya kajian mengenai gadai atas wilayah pesisir 
untuk usaha budidaya rumput laut kemudian dibuatkan surat 
keterangan bagi masyarakat pesisir yang mengadaikan wilayah 
pesisir untuk usaha budidaya rumput laut. 
2. Diharapkan adanya kajian proses terjadinya gadai atas wilayah 
pesisir untuk usaha budidaya rumput laut. 
3. Diharapkan adanya kajian untuk perkembangan usaha 
budidaya rumput laut di Desa Punaga Kecamatan 
Mangarabombang di Kabupaten Takalar. 
4. Diharapkan adanya kajian yang jelas yang dapat di jadikan bukti 
oleh Kepala Desa Punaga dalam usaha budidaya rumput laut. 
 
75 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat penulis 
simpulkan sebagai berikut : 
1. Status penguasaan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut 
di Kabupaten Takalar berupa pemanfaatan wilayah pesisir yang 
bersifat milik bersama ( common property ) / milik pribadi         ( private 
property ) wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut, namun 
tidak didasari oleh surat izin usaha sebagai tempat di atur oleh perda 
No.17 tahun 2013 tentang pelaksanaan retribusi izin perikanan dan 
kelauatan. 
2. Pelaksanaan gadai atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput 
laut berdasarkan pada saling percaya antara pemberi gadai  dengan 
penerima gadai adapun bentuk pelaksanaan gadai setelah terjadi 
transaksi gadai maka penerima gadai berhak mengelola dan 
mengambil hasil dari wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut 
yang tergadai tersebut. 
B. Saran 
 Agar masyarakat pesisir dapat terlindungi dan kelestarian 
lingkungan pesisir dapat terjaga, maka di sarankan agar: 
1. Status penguasaan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput 
laut di Kabupaten Takalar, Masyarakat tidak mengenal surat izin 
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usaha perikanan bahwa adanya Perda tentang pelaksanan 
retribusi izin usaha perikanan. perlu aturan hukum antara 
masyarakat dengan masyarakat pesisir untuk menguatkan adanya 
konflik antara masyarakat dan masyarakat pesisir. Kroscek dinas 
perikanan dan kelautan hanya sarana dan prasarana tanpa 
adanya izin. tidak ada kordinasi oleh pemkap perkembangan 
budidaya rumput laut. kepala desa juga tidak mengetahui adanya 
perda tentang pelaksanaan retribusi izin usaha perikanan.  
2. Gadai itu meliputi wilayah pesisir, tempat usaha budidaya rumput 
laut dilakukan secara lisan dan dilaporkan kepala desa belum ada. 
agar di buatkan surat keterangan untuk kepala desa apabila ada 
konflik antara pemberi gadai dengan penerima gadai ada dasar 
pembuktiannya dan di saksikan oleh pemerintah setempat ( kepala 
desa ). 
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